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A. Latar Belakang Masalah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari’ah untuk
mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk
menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para
pengusaha. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan
berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak,
dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (shahibul mal),
sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggungjawab atas
pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib.*

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang
diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan
pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad
mudharabah, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah
disepakati di awal akad.

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi
bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak
penyedia dana akan menanggung Kkerugian manakala mudharib akan
menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi
hasil yang akan diperolehnya.? Pihak' yang melakukan'perhitungan distribusi
hasil usaha adalah “selalu mudharib”, karena salah satu aturan dalam prinsip
mudharabah mutlagah pemilik dana memberi kuasa penuh kepada mudharib
untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha.®

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana
tidak boleh ikut campur di dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana
pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan

"Makhalul 1lmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta:
UlI Press, 2002), 32.
Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakart: PT.
Veresia Grafika, 1992), 213.
® Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah, (Jakarta:
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 200)5, 88-89.



pengawasan pada pengelola dana.* Oleh karena itu, mudharib sebagai pihak
yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat
meneladani sifat Rasulullah saw. yaitu shiddig, tabligh, amanah dan fathonah.
Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan
pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para
pengelola bank syari’ah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan
pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan
syari’ah.’

Secara umum landasan dasar syari’ah al-mudharabah lebih
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.
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“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q. S. Al
Muzammil: 20)°

* Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2014), 128.
> Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah, (Jakarta:
Gramedla 2010), 90.
® Suryono,dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media,

2010), 574.



Di dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan dapat bersifat individu
maupun kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari
sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas
pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk
memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan
tidak pernah terhenti.

Hal itu disebabkan, disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas
berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan itu
berkembang dinamis dengan adanya perkembangan masyarakat. Tidak
mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat dijumpai proses atau usaha
perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera tersebut.

Salah satu perwujudan sistem syari’ah antara lain melalui pembentukan
lembaga BMT. Lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro
pada umumnya. Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang
pula usaha yang dilakukan BMT yang salah satunya adalah BMT sebagai
lembaga keuangan syari’ah bertujuan untuk membantu meningkatkan dan
mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan,
membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan
menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan
prinsip syari’ah.

BMT adalah salah satu lembaga keuangan syari’ah yang bergerak di
bidang pengelolaan dana, umat dan pemberdayaan umat. BMT ini mulai
disahkannya Undang-undang “No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil,
juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang
memberikan batasan bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha
dengna prinsip bagi hasil.

Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem
syariah seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, BPRS dan BMT. Munculnya
BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil
masyarakat bawah dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT
pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.975 BMT yang tersebar di 26
Propinsi di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, bahkan
ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, BMT yang



operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah telah mampu bertahan dan
berkembang dengan baik.” Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk
muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT, terutama di BMT itQan.

Kaitan antara BMT dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting,
namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan,
ketidakjujuran dan penghisapan (eksploitasi) dari satu pihak ke pihak lain
(BMT dengan nasabahnya). Kedudukan BMT dalam hubungan dengan para
kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang,

Sehubungan dengan jalinan investor dan pelakunya tersebut maka dalam
menjalankan pekerjaannya BMT menggunakan berbagai teknik dan metode
investasi seperti pada akad mudharabah. Mekanisme BMT yang berdasarkan
prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga yakni adanya profit and loss sharing
dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

BMT itQan adalah salah satu BMT yang terus tumbuh dan berkembang
sampai saat ini. BMT itQan didirikan tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang
dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung berinisiatif untuk
membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-
nilai kebenaran agama Islam dalam wujud nyata bidang ekonomi, sosial,
pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama
BMT itQan, sejalan dengan hadits Nabi: “Kahirunnas anfauhum linnaas”
artinya sebaik baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya”.

Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan
membuat payment point listrik sebagai sumber utama untuk menggaji karyawan.
Dengan bekembangknya kepercayaan masyarakat maka BMT itQan sejak awal
tahun 2008 mulai menggulirkan pembiayaan usaha mikro. Beberapa produk di
BMT itQan dibagi ke dalam simpanan saham dan simpanan non saham.
Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sedangkan
simpanan non salah salah satunya adalah simpanan berjangka.

Simpanan berjangka adalah salah satu produk BMT itQan seperti hal nya
deposito atau simpanan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan waktu
yang berjangka. Simpanan berjangka ini menggunakan akad mudharabah.
Kondisi anggota simpanan berjangka BMT itQan mengalami pertumbuhan yang
signifikan, terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya anggota

7 Zaenul Arifin, Memahami Bank Syariah: Linglung, Peluang, Tantangan dan Prospek,
(Jakarta: PT Gramedia, 1999), 133.



simpanan berjangka ini®. Jumlah nasabah simpanan berjangka BMT itQan pada
tahun 2014 sebanyak 1.108 orang, tahun 2015 sebanyak 1.504 dan tahun 2016
sebanyak 1.689 orang.

Dalam perjalanan usahanya, lembaga-lembaga keuangan Islam ini
terbukti tetap kuat, tetap survive, tidak terkena likuidasi, tangguh dalam
menghadapi situasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia khususnya, bahkan
keberadaannya semakin berkembang. Sementara pada sisi lain, lembaga
keuangan konvensional mengalami kondisi berlawanan.® Hukum ekonomi
syariah diterapkan pada operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia
adalah wujud dari keinginan masyarakat muslim yang ingin berkehidupan sesuai
dengan ajarannya dan memperoleh dukungan konstitusi.

Ibrahim Hosen menyatakan bahwa fungsi hukum Islam tidak hanya
untuk ibadah amar maruf nahi munkar, melainkan juga sebagai zawahir (sarana
pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk yang
membahayakan), dan tanzim wa islah al-ummabh yaitu mengatur sebaik mungkin
dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang
harmonis, aman dan sejahtera (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur)™.
Karenanya dalam bidang perekonomian, sudah selayaknya hukum ekonomi
Islam dapat memujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk dalam kehidupan
ekonomi, antara lain melalui lembaga keuangan syari’ah.

Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan berlandaskan pada nilai
keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan
prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang-memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah ini menjadi rujukan bagi tiap lembaga
keuangan syari’ah, mencakup perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal,
juga koperasi syariah atau BMT.

Abdurrahman Isa dalam bukunya Al-Muamalat al-haditsah, wa
Ahkamuh Al-Muamalat al-haditsah, wa Ahkamuh menuliskan bahwa ditinjau
dari tujuannya, semua lembaga keuangan syariah ini selain mengarahkan
kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, juga menciptakan

8 Dokumen BMT itQan
Kristina Dwi Astuti, Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional,

(Jakarta: Ekaba FE Usakti, 2000), 20.

10 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 89-90.



keadilan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat melalui peluang kegiatan
usaha yang produktif, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas
ekonomi dan moneter, serta menyelamatkan ketergantungan umat Islam dari
perekonomian non Islam (konvensional).™

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam kegiatan
muamalah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan fenomena yang menarik.
anggota sebuah BMT meminta dalam pelaksanaan ijab kabul akad disertai
berjabatan tangan agar memenuhi syarat akad yang mempengaruhi keabsahan
perjanjian.*?

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk
kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha
menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti
asuransi, perbankan syari’ah ,BMT, bahkan pelaksanaan proyek pembiayaan.
Lahirnya kembali keuangan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh
pelarangan riba secara tegas dalam al-Quran. Sementara disisi lain kendati
haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim, tetapi
banyak masyarakat muslim yang memanfaatkan transaksi keuangan
konvensional yang mengandung riba.

Dalam menjalankan usahanya, BMT itQan mengajak para anggotanya
untuk berinvestasi melalui program simpanan berjangka. Investasi adalah
kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur
ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya (return) tidak pasti dan tidak
tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang
sesuai dengan ajaran Islam.*

Inti dari investasi bagi ‘hasil pada dasarnya adalah terletak pada
kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama atau
partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama
ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi,
distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau
ekonomi Islam adalah giradh atau mudharabah.

1 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga terkait
BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), 17-18.

12 Jazim Hamidi, dkk, Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri JawaTimur terhadap Bank
Syariah, (Malang: Lembaga Riset Perbankan Daerah Jawa Timur bekerja sama dengan Bank
Indonesia, 2006), 154.

1% Karnaen Perwataajmadja dan Muhamad Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), 6-7.



Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan
pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-
unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui girad atau mudharabah kedua belah
pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi
hasil atau profit sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.™

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam
mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan
uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga
mendatangkan return merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab
itu pengelolaan investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan
masalah kapital dan keahlian."® Sebagaimana firman Allah

U"; dj-’u.a_’j JbLJL; JU jﬂ\ J}KU JL..AJ.Sj )\.J-Y\ \}\.\fd\ \}.ﬂ u_:.U\ \.é_';\ G
V.J\u.bu RIS A & Esaid ijjvm qjj&;u;.uj&mdmﬂ

frfu‘-*-%p-“)}@kﬁréj éﬁﬁb“dﬁ@ré’)bdww‘
O35 8,18 LAY
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu
dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang

kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa
yang kamu simpan itu”. (Q. S. At Taubah: 34-35)*

Keberadaan bank konvensional yang ada mengutamakan sistem bunga
dalam operasionalnya, sedangkan dalam BMT itQan tidak mengenal istilah
bunga tetapi yang digunakan adalah istilah bagi hasil. Perbankan dengan sistem
bagi hasil dirancang demi terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko
dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT,
dengan BMT itQan selaku pengelola dana dan juga masyarakat yang
membutuhkan dana yang bisa berstatus sebagai peminjam atau pengelola dana.

4 Muhamad, Dasar-dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: ekonisia, 2004), 56.
15 - Muhamad, Op.Cit, 76.
'8 Suryono, dkk Al- Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 192.



Dengan pembiayaan yang diiringi dengan investasi, bimbingan
pengelolaan modal dan usaha dapat membantu meningkatkan produktifitas
usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan
pedagang kecil. BMT itQan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif
dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil
berdasarkan prinsip syari’ah dan prinsip koperasi.

BMT itQan merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh
umat dan untuk umat (maslahah amanah) yang bebas dari riba yang bertujuan
untuk membantu perekonomian rakyat kecil. Karena bunga yang diterapkan di
bank konvensional dirasa cukup besar sehingga BMT mempunyai peluang yang
sangat besar dalam menggerakkan sektor UMKM melalui optimalisasi
pembiayaan bagi hasil.

BMT itQan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang
berfungsi sebagai lembaga intermediasi ditingkat mikro yang berbadan hukum
koperasi yang didalam operasionalnya dijalannkan denagan menerapkan prinsip-
prinsip syari’ah. BMT itQan memiliki produk dan jasa.

Pada produknya terbagi dua yaitu produk simpanan saham dan simpanan
non saham. Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.
Sedangkan pada produk simpanan non saham salah satunya adalah simpanan
berjangka.

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai
saranan investasi jangka panjang yang aman. Dimana anggota dapat menentukan
jangka waktunya dikehendaki atas investasi. ini anggota berhak atas bagi hasil
sesuai nisbah yang disepakati.- Dalam perjalanannya simpanan berjangka ini
melahirkan bagi hasil.

Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan
produktitif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. yang bisa dijadikan
pilihan dalam berinvestasi. Pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah
merupakan produk inti BMT yang membedakannya dengan sistem bunga bank
konvensional.

Maka inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti Tesis yang
berjudul: “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PRODUK SIMPANAN
BERJANGKA DI BMT ITQAN”



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan?

2. Bagaimana bagi hasil (profit sharing) di BMT itQan?

3. Bagaimana kesesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan akad

mudharabah di BMT itQan?
C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan tujuan
penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan.

2. Untuk mengetahui bagi hasil (profit sharing) di BMT itQan.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian awal dengan

pelaksanaan akad mudharabah di BMT itQan.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun Kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah:
1. Bagi peneliti diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan
wawasan yang lebih luas mengenai peranan pembiayaan mudharabah
Khususnya di BMT itQan.
2. Bagi BMT itQan hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan tingkat kesehatan perbankan syari’ah.
3. Bagi pihak akademik penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut
bagi para peneliti di masa mendatang khususnya di jurusan hukum
ekonomi syari’ah program pascasarjana.
E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang sistem bagi hasil khususnya yang berkaitan dengan
perbankan syariah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian
tersebut sebagai previous finding, penemuan sebelumnya, untuk menjadi pijakan
dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap
penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis
bukan usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Berikut
ini penulis akan menyebutkan beberapa previous finding tersebut.

Jurnal yang berjudul Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut
Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo yang di



tulis oleh Siti Hamidah Dan Prayudo Eri Yandono Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wisnu
Wardhana Malang, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tingkat tingkat
pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad mudharabah masih rendah.
Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang
tepat.

Di samping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga
keuangan konvesional, pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga
membentuk pemahaman tentang akad mudharabah yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariah. Akibatnya akad mudharabah masih dimaknai sebagai
perjanjian utang-piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar
pada nisbah atau ratio bagi hasil. Demikian pula dalam hal kewajiban adanya
jaminan, masih dipahami sebagai sesuatu yang wajar sebagai perjanjian
tambahan. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai
akad, yaitu kepercayaan, keadilan, kejujuran, serta saling menguntungkan,
secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya
masyarakat di daerah lokasi penelitian.

Jurnal yang berjudul Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan
Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)
yang ditulis oleh Friyanto di Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIEI)
Malang, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil analisis resiko
pembiayaan mudharabah pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang
tahun 2006-2009 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Resiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko pembiayaan mudharabah
antara lain: pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan
salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap
tidak jujur, kedua, side streaming yaitu nasa-bah menggunakan dana itu
bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan
yang disengaja.Pada akad pembiayaan mudharabah, bank sebagai shahib
al-maal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib
dengan suatu perjanjian yang disepakati.Pihak mudharib diberikan hak
aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.

b. Pengawasan pada pembiayaan mudharabah untuk menghadapi
kemungkinan resiko bank syari’ah diperkenankan untuk melakukan
pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara
langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun
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secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank sebagi pemilik
modal melakukan pengawasan (monitoring) dan mudharib melakukan
pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding).

c. Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Mudharabah, Untuk meminimalisasi
risiko pada pembiayaan akad mudharabah, bank dapat menetapkan
syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur
insentif kepada pelaku usaha.

Tesis yang disusun oleh Ahmad Buldan, mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang jurusan muamalah angkatan 1999 yang berjudul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah dan
Muzaraah di BMT Desa, kec. Grabag, Kab. Magelang. Dalam temuannya
penulis skripsi tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam
meminjam hasil uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur’an dan Hadits
yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, prinsip simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan
istilah al-wadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang
(termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga
keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Kedua, prinsip bagi hasil. Dalam
prinsip ini dikenal tiga istilah:

a) musyarakah, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik
modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha
tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak
harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak, Dalam hal kerugian
dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

b) mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau
barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia
membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk
mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.
Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.
Apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut
sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena
penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.

€) muzara’ah, yaitu memberikan lahan pertanian kepada si penggarap
untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil
panen.
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Ketiga, prinsip pengembalian keuntungan, yang dapat disederhanakan
jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan
menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah:

a) al-musawamabh, yaitu jual beli biasa dimana penjual memasang harga

tanpa memberitahu pembeli tentang berapa margin keuntungan yang

diambilnya.

b) at-tauliah yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil

keuntungan sedikitpun, seolah-olah si penjual menjadikan pembeli sebagai

walinya (tauliah) atas barang atau asset.

c) al-murabahah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin

keuntungan yang telah disepakati.

d) al-muwadhaah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari

harga beli, atau dengan kata lain al-muwadhaah merupakan bentuk

kebalikan dari al-murabahah.

e) al-mugayadhah, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang

ditukar dengan barang (mutlak) dan masih banyak lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rani Ernawati tahun 2011 dalam tesisnya
yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di KIKS -BMT Ummat Sejahtera Abadi
Rembang”. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian inimenggunakan
pendekatan dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis
permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data
primer dan data sekunder. Data primer diperolehmelalui wawancara, observasi
dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan
mudharabah yang dilaksanakan oleh pihak kjks-bmt ummat sejahtera abadi
dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan
masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan mudharababh ini, para pedagang
kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya
dengan mudah mereka mendapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni
pembiayaan mudharabah. sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut, mereka
tidak perlu meminjam modal dari para rentenir yang menggunakan sistem bunga
yang melambung tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Malitasari degan tesisnya“Pengaruh
Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT
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Walisongo Papandayan Semarang”. Penelitian yang dilakukan menunjukkan
bahwa penelitian ini membahas masalah dalam tugas akhir adalah bagaimana
bagi hasil berpengaruh terhadap minat pengajuan pembiayaan pada BMT
Walisongo Papandayan Semarang.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguiji
pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo
Papandayan Semarang.

Dalam sistem keuangan syariah dan BMT,modal bagi hasil berlaku untuk
akad peyertaan usaha atau kerjasama usaha (partnership, project, financing
participation). Dalam bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan
pihak pertama financier, yaitu yang meyediakan dana yang dibutuhkan untuk
menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (profit). Pihak
kedua sepenuhnnya menjalankan peran usaha.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam
pelaksanaannya program pembiayaan simpanan berjangka di BMT itQan
termasuk akad mudharabah yakni aliran dana berasal dari satu anggota kepada
satu jenis pembiayaan dan BMT itQan sebagai pengelola dana tersebut
menyalurkan lagi kepada anggotanya atau usaha mikro sebagai upaya dalam
pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya prektek mudharabah ini
didasarkan pada kerjasama mu'awadlah yakni saling mempertukarkan modalnya
masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar
riba dan hal-hal yang samar atau ghoror.

Maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan pada pemaknaan anggota
dan pihak BMT dalam. menyikapi. pembiayaan mudharabah pada produk
simpanan berjangka di BMT itQan.

M. Syafi’i Antonio, dalam bukunya “Bank Syariah Dari Teori dan
Praktek”, menjelaskan bahwa akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah
mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana
(shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini bank. Secara
umum, Syafi’i memberikan beberapa kerangka teori mengenai praktek
perbankan yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Muhammad dalam karyanya “Bank Syariah (Analisis, Kekuatan,
Peluang, Kelemahan dan Ancaman)”, menjelaskan tentang persoalan nilai waktu
uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dan
dalam “Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam”, Muhammad
menjelaskan mengenai teori rasio bagi hasil, pengertian dasar dan investasi
berdasarkan bagi hasil baik dari sisi pengumpulan dana Bank Syari’ah maupun
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Penyaluran dana Bank Syari’ah. Dari ketiga buku tersebut Muhammad berusaha
memberikan teori dasar dan beberapa tawaran mengenai sistem perbankan
syari’ah.

A.Djazuli dan Yadi Janwari dalam karyanya “Lembaga-lembaga
Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)”, menjelaskan tentang ilmu ekonomi
Islam secara keseluruhan yang antaranya memuat tentang lembaga keuangan
syariah baik mulai sejarah perkembangannya, prinsip operasional, macam-
macamnya serta sistem yang diterapkan (bagi hasil).

Imamudin Yuliadi, dalam bukunya “Ekonomi Islam Sebuah Pengantar”,
menjelaskan bahwa karakteristik dari prinsip operasionalisasi bank syari’ah
adalah menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda secara esensial dengan
sistem bunga. Sistem bagi hasil ini mempunyai beberapa nilai positif,
diantaranya; filosofi operasionalnya berdasarkan kebersamaan, kemitraan dan
keadilan, tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas
kemampuan ekonominya, dll.

Penelitian diatas semuanya mengeksplorasikan dan memberikan dasar
teori sistem bagi hasil dalam perbankan syari’ah. Melihat hal tersebut, penulis
menganggap bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dan dapat
memberikan kontribusi baru dalam wacana dan keilmuan keislaman. Karena
penelitian ini berangkat dari realita yang terjadi di perbankan syari’ah,
Khususnya Baitul Mal wat Tamwil itQan.

Jurnal yang berjudul Konstruksi Profit Sharing dalam bisnis syari’ah
menjelaskan bahwa: nisbah keuntungan adalah merupakan rukun yang khas
dalam mudharabah, 'yang ' tidak ' ada- dalam: akad ‘jual beli. Nisbah ini
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang
bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan dari kerjanya sedangkan shahibul
mal mendapat imbalan dari penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah
yang akan mencegabh terjadinya perselisinan antara kedua belah pihak mengenai
cara pembagian keuntungan.

Dalam mekanisme kerja sama bisnis, pihak-pihak yang terlibat dalam
bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik, sebab
semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis
penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Inti dari
mekanisme bagi hasil sesungguhnya terletak pada kerjasama yang baik antara
shohibul mal dengan pelaksana proyek (mudharib).
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Kerjasama ini adalah merupakan karakter di dalam masyarakat ekonomi
Islam. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan
pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang
telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah
keuntungan bersih (net profit) yang merupakan kelebihan dari selisih atas
pengurangan total cost terhadap total revenue. Keuntungan yang dibagihasilkan
harus dibagi secara proporsional antara shohibul al-mal dengan mudarib.

Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis
mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke
dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagikan antara pemilik
modal (shohibul mal) dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati
sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada
pembagian laba sampai pada semua kerugian dapat ditutup dan equity shohibul
mal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa
perjanjian maka dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.’

Inti dari pelaksanaan investasi yang menggunakan bagi hasil pada
dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul mal dan mudharib.
Kerjasama merupakan karakter dalam ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk
kerjasama dalam bisinis atau ekonomi Islam adalah giradh atau mudharabah.
Melalui giradh atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan
mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing
dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.*®

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai gambaran tentang pelaksanaan penelitian ini sekaligus
merupakan langkah kerja penelitian, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang
terdapat dalam tesis ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

Menurut Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan implementasi
adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah
kewajiban maupun kebiijakan yang sudah dirancang."®

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian
yang hampir serupa. Menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang

7 Hayati Mardhiyah. “Konstruksi Profit Sharing Dalam Bisnis Syariah”. Jurnal
Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, vol 2 no 1, 2012), 47-58.

# Khasanah Umrotul “Implementasi Profit And Loss Sharing Petani Bawang Merah
Ditinjau Dari Konsep Islam” Istigshaduna, vol 5 no 1 (2011), 1-2.

1% pressman and Wildavsky, Implementation, 1984), 30.
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dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni
dari kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan
itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang
sudah diciptakan.

Pengertian implementasi dalam konteks politik juga diungkapkan oleh
Solichin Abdul Wahab. la menekankan bahwa implementasi adalah segala
tindakan, baik dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun
swasta yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam
menyusun sebuah kebijakan.”!

Masih dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pihak
berwenang seperti pejabat, Prof. H. Tachjan memberikan definisi yang lebih
spesifik terhadap istilah ini. Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran pada
tahun 2006 lalu itu, implementasi adalah sebuah proses dari kegiatan
administrasi yang mana dilakukan setelah sebuah kebijakan tertentu dibuat
ataupun disetujui.

Arti implementasi yang serupa juga diterapkan dalam bidang hukum.
Dua tokoh yang ahli dalam bidang ini, Mazamanian dan Sabatier mendefinisikan
arti implementasi sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum
yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun dalam hal putusan
pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, maksudnya dalam bidang hukum,
bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan
sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-
tahapan yang harus | dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang,
kemudian dilanjutkan dengan adanya ouput. Output ini berupa pelaksanaan atas
keputusan maupun kebijakan yang sudah ditentukan.?

Kemudian Harsono (2006) menjelaskan pula bahwa maksud dari
penerapan ini adalah sebuah kebijakan yang harus bertransformasi menjadi
tindakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat
menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian bahwa aspek penerapan yang
dimaksud merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan tersebut
dapat berupa perintah atau pun sebuah keputusan. Kemudian pada pendapat lain

20 Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
20.

2L solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi.
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika), 80.

2 Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott
Foresman and Company, (USA: 1993), 215.
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mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah sebuah fenomena yang
terjadi setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Degan kata
lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian timbulnya
penerapan.

Senada dengan pendapat di atas, Prof. Tachjan (2006) juga mengatakan
bahwa sebuah penerapan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya
kebijakan. Abdul Wahab (1997) menegaskan pula bahwa kegiatan tersebut
dapat saja dilakukan oleh pemerintah, perorangan, secara kelompok, maupun
pihak-pihak lainnya. Ada pun tujuan dari penerapan tersebut ialah untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian arti Implementasi juga coba disampaikan oleh Friedrich.
Beliau menjelaskan bahwa Im plementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya tujuan-tujuan tersebut dapat
diusulkan secara individu, kelompok, maupun oleh pemerintah terkait suatu
persoalan. Sama dengan pendapat Friedich Meter dan V.Horn juga mengatakan
bahwa tindakannya yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan
suatu kebijakan atau keputusan.

Adapun mengenai akad mudharabah menurut Ulama Figih kerjasama
“mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “giradh”.?* Dalam
Fighus Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan
giradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian
hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.?

Mudharabah 'menurut. pengertian . etimologi |(bahasa) ialah suatu
pernyataan yang mengandung pengertian bahwaseseorang memberikan modal
niaga kepada orang lain agar ‘'modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.?®

Qiradh ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang
lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.?*Sedangkan
Qardh ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus
dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).”” Karena mudharabah
adalah pemberian modal niaga dari shahibul maal kepada mudharib, maka para

2 Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Figh ‘alal Madzahibil Arba’ah, (Beirut: Daarul
Kutub Al ‘Ilmiah, t.th), Juz 3, 34.
2 sayyid Sabig, Fighus Sunnah, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), Jilid 3, 220.
2 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, him 45
;? Il\)/lgh. ,g\nwar, Figh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah, 1988, 63.
Ibid, 52.
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ulama menyamakan mudharabah dengan giradh. Perkataan ‘mudharabah’
berasal dari ‘adl-dlarbu fil ardl’ (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk
berdagang.”®

Adapun menurut para ahli figih mudharabah ialah akad perjanjian
kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia
miliki kepada pihak lain agar meniagakan nya dengan mendapatkan sebagian
keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya
dengan syarat-syarat yang ditentukan.?®

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang mudharabah
yaitu: Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a
Mudarab, meaning a professional or and expert; and saver or owner of money.
The saver invests money while the expert contributes his entrepreneurial skill.
Profit-accruing from the undertaking is shared equally between the two
partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who has the
capacity to absorb it.*

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian:
Mudarababh is a business partnership where one partner puts up the capital
and the other the labor : a sleeping partnership.®

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis
perbankan, mudharabah adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan
modal dan mudharib (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan
usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut
dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan
ditanggung oleh shohibul mal sesuai proporsi modal'yang di-mudharab-kan.*

Dalam bahasa hukum, mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama,
yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena
sebagai pemilik barang (rabbimal) dan mitra lainnya (dharib/ pengelola) berhak
memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.*®

Mudharabah disebut juga dengan giradh dan mugaradhah. Untuk
memahami lebih jelas lagi mengenai pembiayaan mudharabah maka akan

% Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonom, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 264.

29 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, 104.

%0 |nstitut of Policy Studies, Elimination of Riba, (Institut of Policy Studies, 1994), 218.

! Huston Smith, The new Encyclopedia of Islam, (North America: Altamira Press,
Revised Edition, 2001), 319.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, Menggagas

Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 130.

® Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 119-120.
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diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan mudharabah.
Ketentuan mengenai pembiayaan dalam mudharabah adalah:
1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah)
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS
dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati
bersama sesuai dengan syari’ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen
perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabat kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai,
atau menyalahi perjanjian.
7. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar
mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan
dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran-terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian
keuntungan diatur oleh LKS.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau
melanggar terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi
atas biaya yang telah dikeluarkan.*
Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak
berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk
dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk

# Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-
MUI/V1/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qgiradh).
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mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Mudharabah adalah akad yang telah
dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad
mudharabah dengan khadijah® . Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum
Islam, praktek mudharabah dibolehkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama
diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah atau giradh ialah akad antara
pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa
keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan®.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi
perbankan syari’ah, dijelaskan karakteristik mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal
(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil
menurut kesepakatan di muka.

2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh
pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan
oleh pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan,
dan penyalahgunaan dana.

3. Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muthlagoh
(investasi tidak terikat) dan mudharabah mugayyadah (investasi terikat)

4. Mudharabah muthlagoh adalah mudharabah dimana pemilik dana
memberikan kebebasan kepada | pengelola dana(mudharib) dalam
pengelolaan investasinya.

5. Mudharabah mugayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana
memberikan batasan kepada pengelola dan (mudharib) mengenai
tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana
(mudharib) dapat diperintahkan, yakni:

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan,

tanpa penjamin, atau tanpa jamina.

% Dalam praktik mudharabah antara Nabi dan Khadijah, saat itu khadijah
mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, Khadijah berperan
sebagai shakibul maal, sedangkan Nabi berperan sebagai mudharib.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 136-138.
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c. Mengharuskan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan

investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Dalam mudharabah mugayyadah disajikan dalam laporan perubahan
investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. Sedangkan dalam
mudharabah muthlagah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat®’.

Menurut The New Encyclopedia of Islam: Mudarabah is a business
partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the
labour.*®

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau giradh
sebagai berikut:*

a. Menurut para fugaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang)
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain
untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan,
seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “akad syirkah dalam laba, satu

pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”akad perwakilan,
dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “ibarat pemilik
harta menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang
berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “akad yang
menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk
ditijarahkan”.

f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa
mudharabah ialah: “seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk
ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama”.

g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat
bahwa mudharababh ialah: “seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain
dan di dalmnya diterima penggantian”.

3" Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta:
PT Grasindo, 2005), 42-44.

® Huston Smith, The new Encyclopedia of Islam, (North America: Altamira Press,
Revised Edition, 2001), 319.

%9Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Zikrul Hakim:
Rawamangun, 2007), 79.
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h. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah “akad antara dua belah
pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk
diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

I. Menurut Imam Tagiyuddin, mudharabah ialah ”akad keuangan untuk
dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga
disebut dengan “giradh”.** Dalam Fighus Sunnah juga disebutkan bahwa
mudharabah bisa dinamakan dengan giradh yang artinya memotong. Karena
pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan
memperoleh sebagian keuntungan.*

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu
pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal
niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.**

Qiradh ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang
lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.*Sedangkan
Qardh ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus
dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).** Karena mudharabah
adalah pemberian modal niaga dari shahibul maal kepada mudharib, maka para
ulama menyamakan mudharabah dengan giradh. Perkataan ‘mudharabah’
berasal dari ‘adl-dlarbu fil ardl’ (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk
berdagang.®

Adapun menurut-para ahli' figih. mudharabah ialah akad perjanjian
kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia
miliki kepada pihak lain agar meniagakan nya dengan mendapatkan sebagian
keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya
dengan syarat-syarat yang ditentukan.*®

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang mudharabah
yaitu: Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a

0 Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Figh ‘alal Madzahibil Arba’ah, (Beirut: Daarul

Kutub Al Ilmlah t.th), Juz 3, 34.

Sayyld Sabiq, quhus Sunnah, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), Jilid 3, 220.

Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, 39.

3 Moh. Anwar, Figh Islam Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah, (1988), 63.

** Ibid, 52.

% Hamzah Ya’ qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonom (Bandung: CV Diponegoro, Cet. Ke-1, 1984), 264.

% Abdul Rahman Al Jaziri, Loc.Cit, 45.
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Mudarab, meaning a professional or and expert; and saver or owner of money.
The saver invests money while the expert contributes his entrepreneurial skill.
Profit-accruing from the undertaking is shared equally between the two
partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who has the
capacity to absorb it.*’

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian:
Mudarabah is a business partnership where one partner puts up the capital
and the other the labor : a sleeping partnership.*®

Dalam bahasa hukum, mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama,
yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena
sebagai pemilik barang (rabbimal) dan mitra lainnya (dharib/ pengelola) berhak
memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.*

Mudharabah disebut juga dengan giradh dan mugaradhah. Untuk
memahami lebih jelas lagi mengenai pembiayaan mudharabah maka akan
diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan mudharabah.
Ketentuan mengenai pembiayaan dalam mudharabah adalah:

a.. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana)

membiayai 100% kebutuhan suatu usaha; sedangkan pengusaha

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

(LKS dengan pengusaha).

d. Mudharib boleh melakukan ‘berbagai macam usaha yang telah

disepakati bersama sesuai dengan syari’ah dan LKS tidak ikut serta

dalam manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

*T Institut of Policy Studies, Elimination of Riba, (Institut of Policy Studies, 1994), 218.

8 Huston Smith, The new Encyclopedia of Islam, (North America: Altamira Press,
Revised Edition, 2001), 319.

® Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2006), 119-120.
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f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja,
lalai, atau menyalahi perjanjian.

g. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang
telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh LKS.

i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

J. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau

melanggar terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti

rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.*

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak
berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk
dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT yang menyediakan
modal dan mudharib (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan
usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut
dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan
ditanggung oleh shohibul mal sesuai proporsi modal yang di-mudharab-kan.**

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana
pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan
yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan
bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan
ditanggung shahibul maal.

* Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-
MUI/V1/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qgiradh).

! Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 130.
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Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak
zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan khadijah®.
Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah
dibolehkan, baik menurut Al-Qur’an, sunnah maupun ijma. Dasar hukum
mudharabah tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Quran
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“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-
Muzzamil:20)*

yang menjadi wajhud-dilalah ( 4¥all 4> 5) atau argumen dari surah al-
muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata
mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha
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“Apabila telah ditunaikan shalat maka tebarkanlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia Allah SWT. ” (QS. Al-Jumu’ah: 10) **

2 Dalam praktik mudharabah antara Nabi dan khadijah, saat itu khadijah
mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, khadijah berperan
sebagai shahlbul maal, sedangkan Nabi berperan sebagai mudharib.

Suryono dkk Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 575.
** Ibid, 553.
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah
kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Bagarah: 198)>

Surah Al-Jumuah ayat 10 dan Al-Bagarah ayat 198 sama-sama
mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.®

b. Al-Hadits

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah
harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib,
agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak
dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut,
maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan
Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.
(HR. ath-Thabrani).*’

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada
kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim
dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw.
bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”’ (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab
at-Tijarah) Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek karjasama
mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau
kemanfaatan di dalamnya.

55 |1
Ibid, 31.
% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani, 2001), 95-96.

*" Menurut Sunnah diantaranya hadits Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi mengakui syarat-
syarat mudharabah yang diterapkan Al-Abbas bin Abdul Muthallib kepada mudharib.
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c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,
mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun
mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma.*®

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta
yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit
hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454).>°

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat
keberkatan : jual beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan tepung, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)®
d. Qiyas

Transaksi mudharabah digiyaskan dengan transaksi musagah
(mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan
manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang
sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya
dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan
memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya
kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.®*

Adapun Rukun dan Syarat Mudharabah adalah sebagai berikut:

a). Rukun Mudharabah.

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab rukun yang
dalam bentuk jamak 'disebut ‘arkaan’ yang berarti the strongest side of
something. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun
dipakai istilah “pillars”, components atau essential requirements. Disini dapat
kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi
terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal
yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita

*8 Wahbah Zuhaily, Figih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk
dalam “al-Figh al-Islam wa Adilatuhu”, (Damaskus: Darul Fikr, jilid 1V, 1989), 838.

® Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta :
Tazkia Institute, 1999), 135-137.

% Tagiyuddin Abi Bakr, Kifayah Al-Akhyar, (Mesir: Dar al-kitab al-araby Juz 1, t.th),
301.

*! Ibid, 316.

62 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), 12.
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bicarakan berbagai macam rukun mudharabah. Meskipun rumusan-nya berbeda
tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.

Dalam Fighus Sunnah disebutkan bahwa rukun mudharabah adalah ijab
(pernyataan penyerahan) dan gabul (pernyataan penerimaan), dan tidak
disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.®®

Rukun mudharabah menurut mazhab Hanafi yaitu ijab dan gabul. Ijab
dan gabul tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang
menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata
kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakan lah
dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau sepertiga.
Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku
menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau
atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua
tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.**

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun mudharabah yaitu:

a. Modal.

b. Pekerjaan.

c. Keuntungan.

d. Dua orang yang melakukan pekerjaan

e. Shighat (ljab dan Qabul) ®

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari mudharabah yaitu:
ijab dan gabul. Dan kerjasama mudharabah itu dianggap sah dengan memakai
ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (mudharababh,
giradh atau mu’amalah) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah
pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap
ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup
dalam mudharabah ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau
pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan
modal tadi dengan tanpa mengucapkan: “aku telah menerima, maka cara
demikian itu dianggap sah”. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana
yang disyaratkan dalam perjanjian mewakilkan.

%% Sayyid Sabiqg, Op. Cit., 22.
2‘5‘ Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit., 36.
o6 Ibid., 40.

Ibid., him. 41
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Dalam akad mudharabah ini, penulis berusaha mengupas tentang
implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT
itQan, adapun simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi atau lembaga
keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya bisa
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan
koperasi atau lembaga yang bersangkutan dengan menggunakan akad
mudharabah.

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diiberikan untuk jangka
waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai batas waktu
tersebut. Simpanan berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut
dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan masa simpananya. Landasan syari’ah tentang simpanan
tercantum dalam firman Allah SWT

V5 i85 i 8 5 055 U1 ey iKa iS00 i Y s 30 Gt
; }/5.1.12.‘:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu,”(Q.S An-Nisa: 29).%

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang
yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta
benda, yang didalam ayat disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri
maupun ditangan orang lain'dengan cara yang bathil.

Arti bathil ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.
“Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya
yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada
tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka
sama suka dengan garis yang halal.®®
Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Bagarah ayat 283:

LS-«U‘ ruwMU»\ dbg%ﬂw QLAJ.B LqL{\j.Lﬁ bja,w J&Jd)
Wé}l&iju&\j w’;“T L;L@,«MQ uﬁjcobL@wJ\ b&i<) /aijj/ dA.AS ML@\ C}’/L‘j\

67 Suryono dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 83.
HalebduImallkAbdquarlm Amrullah, Tafsir Al-Azhar jilid 2, (Singapura: Pustaka
Nasional PTE LTD, 2001), 1174-1175.
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.*®

Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk
penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI1/2008. Pasal 3 PBI
dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui
kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi ‘ah
dan mudharabah.”

Selain dalam firman Allah SWT. dan perundang-undangan, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang
di perbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal nomor 03/DSN-
MUI/1V/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijah 1420
H, bahwa deposito ada dua jenis: (1). Deposito yang tidak dibenarkan secara
syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (2). Deposito yang
dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan-prinsip'mudharabah.”

Ketika berbicara mengenai simpanan berjangka, maka kita akan
menemui yang namanya bagi hasil (profit sharing). Profit sharing menurut
etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan
pembagian laba.”? Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total
pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.”

69 Suryono dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 48.
7 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Y ogyakarta: Gadjah Mada
Unlversny Press, 2009), 100.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
2 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002),
101.
’® Christopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta:Erlangga,
1994), 53.
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Didalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang
didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. ™

Pada perbankan syariah istilah ini sering dipakai adalah profit and loss
sharing dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi
dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan.

Sistem bagi hasil pada pelaksanannya merupakan bentuk dari perjanjian
kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan
usaha ekonomi dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa bahwa
didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak
sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula apabila usaha
mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal invetstasinya
secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan
upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.
Konsep profit and loss sharing ini jauh lebih bersifat kemanusiaan dibanding
dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti revenue sharing yang diterapkan
oleh dunia konvensional.

Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi
kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Prinsip syari’ah
yang berdasarkan bagi-hasil adalah mudharabah, yaitu suatu perjanjian atau
akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai
rabb al-maal dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai mudharib.

Pada perjanjian mudharabah'ini, rabb al-mal menyetorkan modal usaha
yang akan di kelola oleh mudharib dan hasil keuntungannya dibagi sesuai
dengan kesepakan bersama kedua belah pihak dalam persentase dari laba yang
akan diperoleh.

Pada prinsip bagi-hasil ini, 100% modal berasal dari rabb al-mal dan
100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh mudharib. Kalau nantinya dari
usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi antara rabb
al-mal dengan mudharib, kalau hasil usaha nya merugi, maka kerugian sepenuh
nya ditanggung oleh rabb al- mal, sementara mudharib akan mengalami rugi
waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut di sebabkan oleh kelalaian

* Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep dan Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), 264.

31



dari mudharib maka sudah sepatut nya mudharib bertanggung jawab juga atas
terjadi nya kerugian pada usaha tersebut.

Menurut ulama figih mudharabah sering juga disebut dengan giradh
atau memotong.” Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar
diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.’®

Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang artinya memukul atau
berjalan . memukul dalam bidang ekonomi Islam adalah proses memukulkan
kakinya dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, secara istilah mudharabah
merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pemilik mmodal
sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana dan pihak pengelola
yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai
kesepakatan semua plhak " Adapun dasar hukum mudharabah:

. v&wry{m b;zbm\MJWEf)y\dbfmu Sl oz 136
if:s()j;q-gﬁ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung”. (Q.S Al-jumuah:10)"

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal
yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab at-tijarah)

Adapun sifat utama mudharabah, yakni: Berdasarkan prinsip bagi
hasil dan berbagi resiko, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak, nisbah yang telah disepakati sebelumnya, kerugian finansial menjadi
beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha
yang telah dilakukan.

Selain itu pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan
bisnis sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai
maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain:

a. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak

memiliki waktu untuk mengelolanya.

> Abdullah Rahman Al jaziri, Kitabul Figh, alal madzahibil arbaah juz 3 (Beirut:
daarul kutub al ilmiah, t.th.), him 34
Sayyld Sablq Fighus sunnah jilid 3, (Riyadh: Daarul Muayad, 1997), him 34.
" Dwi Suyikno, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009) 181.
8 Suryono,dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 553.
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b. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam
mengelola modal sehingga dapat mengahsilkan keuntungan yang
nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal
(shahibul maal) dan pihak pengelola (mudharib). Pihak pemodal menyerahkan
modalnya kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan
dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).

Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan karena bertujuan untuk saling
membantu antara investor dan pengelola. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rusyd
(w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah
merupakan suatu kelonggaran yang khusus.”

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para fugaha tentang kebolehan
bentuk kerjasama ini sesuai dengan Q.S Al Muzammil ayat 20

A s & gl 0955, 0 b (e Oshis 2 & iy By
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“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa
yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”®

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika
menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib
(pengelolanya) agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (pengelola) harus
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar
Rasulullah, beliau membolehkanya (H.R Al-Baihagi didalam As-sunan Al-Kubra

(6/111)

™ |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 11, 178.
8 Suryono,dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 574.
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Menurut Ibnu Hazm, mudharabah merupakan bagian dari bahasan figih
yang tidak mempunyai dasar acuan langsung dari al quran ataupun hadits karena
praktek mjudharabah ini telah dipraktekkan sejak zaman sebelum Islam dan
Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem Islam®. Bahkan dalam
hukum Italia, istilah mudharabah dikenal dengan nama comenda.

Para ahli hukum Islam sendiri masih berbeda pendapat mengenai sifat, isi
dan persyaratan tentang mudharabah (bagi hasil). Namun demikian terdapat
kesepakatan bulat bahwa kemitraan antara pemberi modal dan pemakai modal
adalah halal dalam Islam.®

Ketika harta yang dijadikan modal tersebut dipergunakan oleh
mudharib, maka harta tersebut sesungguhnya telah berada dibawah kekuasaan
pegelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya sehingga harta tersebut
berkedudukan sebagai amanat. Apabila harta tersebut rusak karena kelalaian
pengelola maka ia wajib menanggungnya®

Begitu pula apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati
antara pengelola dan pemilik modal telah diingkari oleh salah satu pihak, maka
keadaan tersebut menyebabkan kecacatan dalam perjanjian tersebut sehingga
pengelolaan dan penguasaan harta tersebut menjadi ghasab.*

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Syafi’i, keuntungan
harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum
dibagikan), sedangkan Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali
menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara
tunai kepada kedua belah pihak®

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, dalam kegiatan operasional
dan sehari harinya BMT menggunakan prinsip yang terdiri dari 3 yaitu:

1. Prinsip bagi hasil, disini terdapat beberapa jenis akad yang menjadi
landasan disetiap transaksi pinjam meminnjam yang digunakan yaitu
mudharabah, muzaraah, musyarakah dan musaqah.

2. Prinsip jual beli dengan margin (keuntungan). Untuk transaksi jual
beli, BMT menggunakan akad yang terdiri dari murabahabh, bai as-
salam dan bai al-istina.

8 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi islam, 95.

%2 1bid, 87.

8 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 141.

8 Abdurahman Al-jaziri, Al Figh ala mazdzahib al arbaah, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th),
42,

& Gemala Dewi, aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syari’ah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 128.
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3. Sistem profit lainnya.

Baitul maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang
dioprasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha
mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela
kepentingan kaum menengah ke bawah yang beroprasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam yang tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-
ketentuan Al Quran dan Hadits. Salah satu produk di BMT itQan adalah
simpanan berjangka.

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diberikan untuk jangka
waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai batas waktu
tersebut. Simpanan berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut
dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan masa simpananya.

Maka analisis peneliti terhadap implementasi akad mudharabah produk
simpanan berjangka di BMT itQan sudah optimal karena sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya prinsip al-adalah dan prinsip
tauhidullah dan tolong menolong.

Jadi pelaksanaan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di
BMT itQan ini sah menurut hukum jika sesuai perjanjian, tidak ada pihak yang
ingkar. Hal ini merujuk kepada fatwa dewan syariah nasional no.03/DSN-
MUI/1V/2000. PBI No. 9/19/PBI1/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah
dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
bank syari’ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI1/2008.
Jadi preposisi tesis iniboleh karena sesuai dengan fatwa DSN dan kebiasaan
masyarakat sekitar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami dan
mempelajari serta mengetahui pokok bahsan tesis ini, maka akan dideskripsikan
dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab
memuat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang
berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang diawali dengan latar
belakang masalah dan kemudian diakhiri dengan uraian tentang sistematika
penyusunan tesis.
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Bab kedua berisi konsep-konsep teoritik tentang implementasi, akad
mudharabah. Pada bagian ini paparan diawali dengan menjelaskan beberapa
pengertian tentang implementasi, akad mudharabah,simpanan berjangka dan
kemudian mencoba melihat urgensitas akad mudharabah yang menjadi frame
dalam penelitian ini bagi BMT. Bab ini diakhiri dengan menggali fungsi
pelaksanaan akad mudharabah di BMT itQan dan sebagai pijakan pembahasan
untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, meliputi tempat dan waktu
penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber hukum,
teknik pengumpulan data, kehadiran peneliti dan analisis data.

Bab keempat mendeskripsikan data-data serta temuan-temuan yang
diperoleh di lapangan tentang gambaran umum BMT itQan meliputi letak
geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, kondisi
ketenagaan, dan sarana prasarana.

Di samping itu, bab ini juga merupakan bagian penting dari penelitian
yang berupa temuantemuan fakta dan data di lapangan tentang implementasi
akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT itQan tentang
bagaimana pengelolaan simpanan berjangka, bagi hasil dan kesesuaian perjanjian
awal dengan pelaksanaan akad mudharabah di BMT itQan.

Bab kelima ini merupakan kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 11
KERANGKA TEORITS

A. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan®. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini
bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan
rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan
jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat
secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.

Menurut Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan implementasi
adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah
kewajiban maupun kebiijakan yang sudah dirancang.®’

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian
yang hampir serupa. Menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang
dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni
dari kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan
itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang
sudah diciptakan. %

Pengertian implementasi dalam konteks politik juga diungkapkan oleh
Solichin Abdul Wahab. la. menekankan bahwa. implementasi adalah segala
tindakan, baik dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun
swasta yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam
menyusun sebuah kebijakan.®®

Masih dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pihak
berwenang seperti pejabat, Prof. H. Tachjan memberikan definisi yang lebih
spesifik terhadap istilah ini. Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran pada
tahun 2006 lalu itu, implementasi adalah sebuah proses dari kegiatan

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa IndoneS|a (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 374.
Pressman and Wildavsky, Implementation. (USA:1984), 30.
8 Hanifah Harsono, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: Rineka Cipta),
22.
83olichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi.
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika), 67.
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administrasi yang mana dilakukan setelah sebuah kebijakan tertentu dibuat
ataupun disetujui.

Arti implementasi yang serupa juga diterapkan dalam bidang hukum.
Dua tokoh yang ahli dalam bidang ini, Mazamanian dan Sabatier mendefinisikan
arti implementasi sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum
yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun dalam hal putusan
pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, maksudnya dalam bidang hukum,
bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan
sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-
tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang,
kemudian dilanjutkan dengan adanya ouput. Output ini berupa pelaksanaan atas
keputusan maupun kebijakan yang sudah ditentukan.®

Kemudian Harsono (2006) menjelaskan pula bahwa maksud dari
penerapan ini adalah sebuah kebijakan yang harus bertransformasi menjadi
tindakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat
menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian bahwa aspek penerapan yang
dimaksud merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan tersebut
dapat berupa perintah atau pun sebuah keputusan. Kemudian pada pendapat lain
mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah sebuah fenomena yang
terjadi setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Degan kata
lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian timbulnya
penerapan.

Senada dengan pendapat di atas, Prof. Tachjan (2006) juga mengatakan
bahwa sebuah penerapan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya
kebijakan. Abdul Wahab (1997) menegaskan pula bahwa kegiatan tersebut
dapat saja dilakukan oleh pemerintah, perorangan, secara kelompok, maupun
pihak-pihak lainnya. Adapun tujuan dari penerapan tersebut ialah untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian arti Implementasi juga coba disampaikan oleh Friedrich. Beliau
menjelaskan bahwa Im plementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya tujuan-tujuan tersebut dapat
diusulkan secara individu, kelompok, maupun oleh pemerintah terkait suatu
persoalan. Sama dengan pendapat Friedich Meter dan V. Horn juga mengatakan

% Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott
Foresman and Company, (USA: 1983), 132.
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bahwa tindakannya yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan
suatu kebijakan atau keputusan.

B. Akad Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah® berasal dari kata dharb (<= )yang berarti
memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.”” Suatu
kontrak  disebut mudharabah, karena  pekerja (mudharib) biasanya
membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan
dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (L=3¥) & ).

Secara terminologis, ulama figih memberikan pengertian yang berbeda-
beda tentang mudharabah. Diantaranya sebagai berikut:

Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah
merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan
dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.*®

Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau giradh
menurut syara ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal
kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang
telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup.
Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah
modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.*

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa mudharabah atau
kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal
menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang
meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.®

Ulama Mazhab Syafi’i menerangkan bahwa mudharabah atau giradh
ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan
modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing

°! Mudharabah disebut juga “giradh” atau “mugaradah” karena mudharabah adalah
pemberian modal niaga dari sahibul maal kepada mudharib, maka para ulama menyamakan
mudharabah dengan giradh. Dalam Figh al- Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa
dinamakan dengan giradh yang artinya memotong, karena pemilik modal memotong sebagian
hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah adalah
istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah giradh digunakan masyarakat hijaz

92 svafi*i Antonio, Op.Cit., 95.

% Abdurrahman al-Jaziri, Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Juz \II, (Beirut: Dar al-
Qalam, t.th.), 35.

*Ibid, 37.

% |bid, 40-41.
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pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang
ditentukan.”

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Figh al Sunnah”,
menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk
salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak
lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan
kesepakatan.®’

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “Figh ‘ala
Madzahib al-Arba’ah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua
orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan
memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan
sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang
sudah disetujui bersama.*®

Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan
oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai ‘“giradh” atau
“muqgaradah”®.

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang. dituangkan dalam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh' pemilik modal selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian si pengelola,. Seandainya kerugian itu diakibatkan
karenakecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus
bertanggungjawab atas kerugian tersebut'®.

Mudharabah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar: “Dan
mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia AllahSWT”. (Al Muzammil-
20). Dalam ayat tersebut terdapat kata yadribun yang asal katanya sama dengan

% 1bid., 42.

%7 sayyid, Sabiq, Figih Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam
“Figh al-Sunnah”, Juz 3, (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th.), 297.

% Abdurrahman al-Jaziri, Op.Cit., t.th, 34.

° Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta:
PT Grasindo, 2005), 33.

100 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
Tazkia Institute, 1999), 135.
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mudharabah, yakni dharaba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan
usaha.

Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa Rasulullah SAW.
bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah)'*!

Perkataan mudharabah adalah diambil daripada perkataan “darb*
(usaha) diatas bumi”. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal
orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.
Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal
dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang madinah memanggil kontrak
jenis ini sebagai “mugaradah” dimana perkataan ini diambil dari perkataan
“gard” berarti “menyerahkan’ Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan
hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).

Mudharabah disebut juga giradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal
ini, pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya
untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian
sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad giradh ini'%.

Menurut istilah, mudharabah atau giradh dikemukakan oleh para ulama
sebagai berikut :

1. Menurut para fugaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang)
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada
pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan
dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat
yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak
yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta
diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta
itu. Maka mudharabah ialah : “akad syirkah dalam laba, satu pihak
pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

101 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
SM,2007), 41-42.

192 \Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta:
PT Grasindo, 2005), 33.
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3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “akad perwakilan,
dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “ibarat pemilik
harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang
berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

5. Ulama Syafi“iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “akad yang
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk
ditijarahkan”.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama
diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah atau giradh ialah akad antara
pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa
keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.'®*Dalam
pernyataan standar akuntansi keuangan dijelaskan karakteristik mudharabah
adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal
(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil
menurut kesepakatan di muka.

2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh
pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan
oleh pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan,
dan penyalahgunaan dana.

3. Mudharabah terdiri dari dua jenis. yaitu mudharabah muthlagoh
(investasi tidak terikat) dan mudharabah mugayyadah (investasi terikat)

4. Mudharabah muthlagoh adalah' mudharabah dimana pemilik dana
memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam
pengelolaan investasinya.

5. Mudharabah mugayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana
memberikan batasan kepada pengelola dan (mudharib) mengenai
tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana
(mudharib) dapat diperintahkan, yakni :

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

193 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 136-
138.

42



b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.

c. Mengharuskan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan
investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

d. BMT dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun
pengelola dana (mudharib).

Mudharabah dibagi dua yakni mudharabah mugayyadah dan
mudharabah muthlagah. Dalam mudharabah mugayyadah disajikan dalam
laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
Sedangkan dalam mudharabah muthlagah disajikan dalam neraca sebagai
investasi tidak terikat.'*

Menurut The New Encyclopedia of Islam: Mudarabah is a business
partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the
labour.'®

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau giradh
sebagai berikut:'®

a. Menurut para fugaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang)
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain
untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan,
seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “akad syirkah dalam laba, satu

pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “akad perwakilan, di
mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “ibarat pemilik
harta menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang
berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “akad yang
menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk
ditijarahkan”.

19% \Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari ‘ah, (Jakarta:
PT Grasindo, 2005), 42-44.
® Huston Smith, The new Encyclopedia of Islam, (North America: Altamira Press,
Revised Edition, 2001), 319.
1%Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Zikrul Hakim,
Rawamangun, 2007), 79.
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f. Syaikh Syihab al-din al-galyubi dan Umairah berpendapat bahwa
mudharabah ialah: “seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk
ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama”.

g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat
bahwa mudharababh ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain
dan di dalmnya diterima penggantian”.

h. Sayyid Sabig berpendapat, mudharabah ialah “akad antara dua belah
pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk
diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

I. Menurut Imam Tagiyuddin, mudharabah ialah “akad keuangan untuk
dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana
pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan
yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan
bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan
ditanggung shahibul maal.

Menurut Ulama Figih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga
disebut dengan “giradh”.'®” Dalam Fighus Sunnah juga disebutkan bahwa
mudharabah bisa dinamakan dengan giradh yang artinya memotong. Karena
pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan
memperoleh sebagian keuntungan.'®®

Mudharabah" ‘menurut. pengertian ' etimologi ‘(bahasa) ialah suatu
pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal
niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.*®Qiradh ialah perakadan atas harta
benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk
kedua belah pihak.'*°Sedangkan gardh ialah memberikan sesuatu kepada orang
lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang

197 Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Figh ‘alal Madzahibil Arba’ah, (Beirut; Daarul
Kutub Al ‘Ilmiah, t.th), 34.

108 sayyid Sabiqg, Fighus Sunnah, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), 220.

109 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, 315.

119 Moh. Anwar, Figh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (1988), 63.
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tersebut).™* Karena mudharabah adalah pemberian modal niaga dari shahibul
maal kepada mudharib, maka para ulama menyamakan mudharabah dengan
giradh. Perkataan ‘mudharabah’ berasal dari ‘adl-dlarbu fil ardl’ (berjalan di
muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.***

Adapun menurut para ahli figih mudharabah ialah akad perjanjian
kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia
miliki kepada pihak lain agar meniagakan nya dengan mendapatkan sebagian
keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya
dengan syarat-syarat yang ditentukan.'*®

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang mudharabah
yaitu: Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a
Mudarab, meaning a professional or and expert; and saver or owner of money.
The saver invests money while the expert contributes his entrepreneurial skill.
Profit-accruing from the undertaking is shared equally between the two
partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who has the
capacity to absorb it.***

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian:
Mudarababh is a business partnership where one partner puts up the capital
and the other the labor : a sleeping partnership.®

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis
perbankan, mudharabah adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan
modal dan mudharib (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan
usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut
dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan
ditanggung oleh shohibul mal sesuai proporsi modal yang di-mudharab-kan.*®

Dalam bahasa hukum, mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama,
yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena

1 bid., 52.

12 Hamzah Ya® qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonom (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 264.

'3 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit., 65.
14 nstitut of Policy Studies, Elimination of Riba, (Institut of Policy Studies, 1994), 218.
® Huston Smith, The new Encyclopedia of Islam (North America: Altamira Press,

Revised Edition, 2001), 319.

16 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 130.
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sebagai pemilik barang (rabbimal) dan mitra lainnya (dharib/ pengelola) berhak
memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri."*’

Mudharabah disebut juga dengan giradl dan mugaradhah. Untuk
memahami lebih jelas lagi mengenai pembiayaan mudharabah maka akan
diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan mudharabah.
Ketentuan mengenai pembiayaan dalam mudharabah adalah:

a.. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif,

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana)

membiayai 100% kebutuhan suatu usaha; sedangkan pengusaha

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

(LKS dengan pengusaha).

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

disepakati bersama sesuai dengan syari’ah dan LKS tidak ikut serta

dalam manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabat kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja,

lalai, atau menyalahi perjanjian.

g. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang
telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh LKS.

i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

117 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), 119-120.
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J- Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau
melanggar terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti
rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.'*®

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan
sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola
oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila
rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian
pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak
zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan khadijah™*.
Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah
dibolehkan, baik menurut Al-Qur*“an, sunnah maupun ijma“.

2. Dasar Hukum Mudharabah
Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum
mudaharabah sebagai berikut:
a. Al-Qur'an )
S i3 2 Gl e Rty 2y 12505 J~U‘ S e LEST r;w gy e 2e
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“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama
kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa
kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka
Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka

18 jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-
MUI/V1/2000 tentang pembiayaan mudharabah (giradh).

119 0Dalam praktik mudharabah antara Nabi dan khadijah, saat itu khadijah
mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, khadijah berperan
sebagai shazibul maal, sedangkan Nabi berperan sebagai mudharib.
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bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang,
tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu
memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al- Muzzamil: 20)™

yang menjadi wajhud-dilalah ( 4¥all 4s 5 ) atau argumen dari surah al-
muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata

mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
vf“’d FeS T b;;xj &7 Jﬂ o 192250 u@m 3 9250 50T o HE

“Apabila telah ditunaikan shalat maka tebarkanlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jumu’ah: 10) ***

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia
tuhanmu...” (Al-Bagarah: 198)

Surah al-Jumuah: 10 dan al-Bagarah: 198 sama-sama mendorong kaum
muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.'*Akad mudharabah
diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara
pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarkan uang (usaha/dagang).
Mudharib sebagai enterpreneuer adalah sebagian dari orang-orang yang
melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan rida Allah.

ot AR L 11836 e o el 5618 1 o e O 2t (K
Gl 58 A 3L 2 g 2808 LS 548505

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)
dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah
kepada Allah di Masy'arilhnaram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu
sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al Bagarah:
198)”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar

120 Suryono,dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 575.
Ibid, 553.
122 Ibld 31.
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani, 2001), 95-96 .
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dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya,
menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana
tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. dan
Rasul pun memperkenalkannya."**

b. Al-Hadits

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah
harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib,
agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak
dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut,
maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan
Abbas  tersebut sampai  kepada Rasulullah saw. lalu  Rasul
membenarkannya”(HR ath_Thabrani).

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada
kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim
dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw.
bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab
at-tijarah) Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek karjasama
mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau
kemanfaatan di dalamnya.

Diriwayatkan dari lbnu- Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul
Muthalib jika memberikan dana' ke mitra usahanya secara mudharabah ia
mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah
yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka
yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah
syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah saw. pun
memperbolehkannya.” (H.R.Thabrani).

c. Ijma

124 7Herry Sutanto, dkk, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka
Setia, 2013), 210-211.
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Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan harta kepada
seseorang harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun
mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma.**®

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta
yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit
hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454).'%°

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat
keberkatan: jual beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan tepung, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)**’

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta
yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit
hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454).'%

Transaksi mudharabah digiyaskan dengan transaksi musagah
(mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan
manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang
sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya
dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan
memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya
kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.'*’

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang
berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak
yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-
masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-

125 \Wahbah Zzuhaily, Figih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk
dalam “al-Figh al-1slam wa Adilatuhu”, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 838.

126 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
Tazkia Instltute 1999), 135-137.
La7 Taquuddln Abi Bakr, Kifayah Al-Akhyar, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, t.th), 301.

128 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
Tazkia Inlstltute 1999), 135-137.

Ibid., 86.
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ketentuan tersebut dibahas dalam rukun**® dan syarat™*

rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Rukun Mudharabah.

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab rukun yang
dalam bentuk jamak disebut ‘arkaan’ yang berarti the strongest side of
something. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun
dipakai istilah “pillars”, components atau essential requirements. Disini dapat
kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi
terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.*

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal
yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita
bicarakan berbagai macam rukun mudharabah. Meskipun rumusannya berbeda
tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.

Dalam Fighus Sunnah disebutkan bahwa rukun mudharabah adalah: ijab
(pernyataan penyerahan) dan gabul (pernyataan penerimaan), dan tidak

mudharabah. Adapun

disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.'*

Rukun mudharabah menurut mazhab Hanafi yaitu ijab dan gabul. Ijab
dan gabul tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang
menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata
kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakan lah
dengan perniagaan atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi antara Kkita bersama, separoh atau sepertiga.
Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku
menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau
atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua
tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang
sah.™*

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun mudharabah terbagi menjadi
lima yaitu:

130 Rukun adalah “Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia
bersifat internal (dakhily) dari sesuatu yang ditegakkannya”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-Zarga,
“al-Figh al-1slami fii Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Figh al-* Aam, (Damaskus: Mathbaa Jamiah
Dimasq, 1959), 300-304.

Syarat adalah “Segala sesuatu yang dikaitkan padanya sesuatu yang lain, tidak ada
padanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (kharijy)”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-
Zarqa”,OP.Cit., 300-304.

%2 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari‘ah

di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

133 Sayyid Sabiqg, Op. Cit., 221.

134 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit., 36.
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a. Modal.
b. Pekerjaan.
c. Keuntungan.
d. Dua orang yang melakukan pekerjaan
e. Shighat (ljab dan Qabul) **°
Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari mudharabah yaitu:
ijab dan gabul. Dan kerjasama mudharabah itu dianggap sah dengan memakai
ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (mudharabah,
giradh atau mu’amalah) atau semisalnya. Oleh karena itu dianggap cukup
dalam mudharabah ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau
pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan
modal tadi dengan tanpa mengucapkan: aku telah menerima, maka cara
demikian itu dianggap sah.**®
Mazhab Syafi’i membagi rukun mudharabah menjadi enam macam
yaitu:
a. Pemilik modal.
b. Modal yang diserahkan.
c. Orang yang berniaga.
d. Perniagaan yang dilakukan.
e. ljab
f. Qabul*®’
Secara garis besar rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam
transaksi yaitu:
a). Pelaku akad
yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal
tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak
yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
b). Obyek akad
yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
c). Shighah

yaitu ijab dan gabul.*®

o> Ibid., 40.
8 Ibid., 41.
Ibid., 42-43.
138 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
62.
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b. Syarat Mudharabah.

Syarat dalam literatur berasal dari kata SHART (singular)/ SHURUT
(plural). Definisi syarat secara terminologi adalah: “a thing on which the
existence other thing is based but it does not partake in the essence of such
other thing although it is a complementary part of it”. Jadi syarat adalah hal
yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian
atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut."*

Adapun syarat mudharabah yaitu:

1). Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama

perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal.

2). Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari

keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

3). Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas

presentasinya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.

4). Mudharabah bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si

pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negara tertentu atau dalam

bentuk barang tertentu, atau diperdagangkan dalam bentuk barang
tertentu.™*

Imam Tagiyudin juga menerangkan bahwa syarat mudharabah sebagai
berikut:

1). Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar atau rupiah.

2). Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang

menjalankan.

3). Untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama.

4). Orang yang diserahi harus mampu dan ahli berdagang.'**

Dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas dapat kita ketahui
bahwa ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan dalam mudharabah
adalah:

1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap secara hukum

139 Gemala Dewi, Op .Cit., 14.
149 sayyid Sabiq, Loc. Cit., 22.
4 |mam Tagiyudin Abi Bakar, Kifayah Al-ahyar, (Mesir: Dar Al- Kitab Al Arobi), 301.
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2) Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan
memperhatikan: pertama, penawaran dan penerimaan dilakukan
secara eksplisit yang menunjukkan tujuan kontrak; kedua, penerima
dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan ketiga, akad
dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern;

3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat: pertama,
modal diketahui jJumlah dan jenisnya; kedua, modal dapat berbentuk
uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk
aset, aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; dan ketiga, modal
tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan
kesepakatan dalam akad;

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah uang yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
pertama, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan
tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; kedua, bagian
keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk
prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan
nisbah harus berdasarkan kesepakatan; dan ketiga, penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola
tidak boleh menanggung  kerugian apapun kecuali apabila ia
melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan

5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan: pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif
mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi penyedia dana
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. kedua, penyedia dana
tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang
dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan
dan ketiga pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam
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dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

142

Rukun dan syarat Mudharabah dari segi teori akad sebagai berikut:

1) shighat yaitu pernyataan yang berupa penawaran untuk
melakukan ijab kabul.

2) dua pihak yang berakad (shahib al-mal, investor) dan
mudharib (pelaku usaha).

3) objek akad.

4) akibat hukum yakni tujuan utama kontrak dilakukan.

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-
syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu :
1. Terpenuhi syarat-syarat ijab-gabul diantaranya :

a)

b)

ijab dan gabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah
pihak.

antara ijab dan gabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan
dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah
pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak
(tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik).

2. Pelaku kontrak (aqgid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal
sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk
menunaikan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada).

3. Objek akad (ma 'qud) harus memenuhi empat syarat:

a) objek akad harus, sudah ada secara konkret ketika kontrak

dilangsungkan, kecuali'akad yang mengandung unsur al-dzimmah

(tanggung jawab) seperti akad jual-beli salam dan istishna.

b) objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam

sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal

dimanfaatkan

c) objek akad harus dapat diserahterimakan (altaslim)

d) objek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan
diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

4. Akibat hukum/tujuan utama akad (maudhu ‘al-aqd). Dalam Kitab fikih
dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah
dan Rasul saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui

142 jaih Mubarok, Op. Cit., 74-75.
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syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk
kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan
karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram
antara lain minuman keras tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan
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minuman Keras tersebut™.
Simpanan berjangka hampir sama dengan tabungan. Menurut Fatwa
Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/1V/2000 tentang tabungan.
1. Tabungan ada dua jenis:

a.

2. Kedua:
a.

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan
yang berdasarkan perhitungan bunga.

Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan
prinsip mudharabah dan wadi ah

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan mudharabah:
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal
atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola
dana.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya
mudharabah dengan pihak lain.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai
dan bukan piutang.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah
dan dituangkan-dalam akad pembukaan rekening.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan wadi ‘ah:

a.

Bersifat simpanan

143 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, (Bandung: Fokusmedia,

2013), 38-39.
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. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan

kesepakatan.
Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank™**.

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: mudharabah
muthlagoh dan mudharabah mugayyadah.
1. Mudharabah Muthlagoh

Mudharabah muthlagaoh adalah bentuk kerja sama antara shahibul

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan figih
ulama salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma
syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang
memberi kekuasaan sangat besar'*.

Penerapan mudharabah mutlagah dapat berupa tabungan dan

deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan
mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada
pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Adapun ketentuan Umum nya sebagai berikut:
a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai
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nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau
pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan
dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan
maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Untuk tabungan mudharabah, bank' dapat memberikan buku
tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta
kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat
atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung
sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak
diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum atau status
dormant.
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Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 244-245.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Atas

Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), 137.
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d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan
jangka waktu yang disepakati, mulai dari 3 bbulan, 6 bulan, 12
bulan sampai 24 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah
jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru,
tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis
maka tidak perlu dibuat akad baru.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan
dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.™*’

2. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah mugayyadah adalah akad mudharabah dimana
bank/bmt diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek
atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bmt dapat memperoleh fee
atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana
ini dibagi antara nasabah sebagai shahibul maal dan pelaksana proyek
sebagai mudharib.**®

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti
oleh BMT, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan
penyaluran dana simpanan khusus.

b. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan
tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian
keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan
dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus
dicantumkan dalam akad.

c. Sebagai tanda bukti simpanan BMT menerbitkan bukti simpanan
Khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

d. Untuk deposito mudharabah, BMT wajib memberikan sertifikat
atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

“"Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia,
2003), 77.

48 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT
RefikaAditama, 2015), 103.
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3. Al-Mudharabah Mugayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restriced
invesment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat
tertentu yang harus dipatuhi oleh bmt misalnya disyaratkan digunakan
untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu,
atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Jenis mudharababh ini merupakan penyaluran dana mudharabah
langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai
perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan
pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu
yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan
dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan
khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening
administrasi.

b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada
pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah
bagi hasil.**

Adapun manfaat dan resiko mudharabah sebagai berikut:

1). Manfaat al Mudharabah
a. BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat

keuntunganusaha nasabah meningkat.

b. BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan
atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread.

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow
atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan
nasabah.

d. BMT akan lebih selektif dan hat-hati (prudent)

149 Heri Sudarsono,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia,
2003), 77-78.
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2) Resiko yang terdapat dalam al mudharabah, di antaranya:
a. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan
seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya
tidak jujur*®

4. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah

Ulama figih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang
mudharabah. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah
merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan
dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain."*

Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau giradh
menurut syara’ ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal
kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang
telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup.
Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah
modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.*>

Menurut ulama mazhab Hambali mudharabah atau kerjasama
perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan
sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya
dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.*>®

Ulama mazhab Syafi’i menerangkan bahwa mudharabah ialah suatu
perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal
kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak
akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.***

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul
mal) dengan pengelola usaha (mudharib) fasilitas pembiayaan bagi hasil
mudharabah terbagi dua yaitu mudharabah muthlagah dan mudharabah
mugayadah.™®

130 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
tazkia institute, 1999), 38-139.
ig; Abdul Rahman Al Jaziri, Op. Cit., 35.
1on Ibid., 37.
52 Ibid., 40-41,
Ibid., 42.
155 Gemala Dewi, Op. Cit, 34.
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Secara khusus tidak ada ulama yang membagi mudharabah ke dalam
dua jenis mudharabah tersebut, tetapi para ulama telah memberikan pendapat
mereka mengenai mudharabah melalui syarat-syarat yang mereka rumuskan.
Syarat mudharabah seperti yang dijelaskan dalam Fighus Sunnah yaitu:

1) Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama

perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal.

2) Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari

keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

3) Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas presentasinya,

seperti separoh, sepertiga, seperempat.

4) Mudharabah bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan pelaksana

untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang

tertentu.™®

Mengenai modal dalam mudharabah para ulama mazhab sepakat bahwa
modal itu berupa emas dan perak yang telah di cetak atau dengan mata uang
yang berlaku menurut ketetapan hukum. Modal tersebut harus diserahkan
kepada penerima modal dengan segera, serta diketahui jumlahnya. Sedangkan
bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para ulama
madzhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti separoh
atau sepertiga.

Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan girad, Jumhur fugaha'
berpendapat bahwa tidak boleh girad dengan ditentukan tempo yang tertentu
yang tidak akan dibatalkan sebelum datangnya, atau apabila telah setelah sampai
tempo, diakhiri hak ‘menjual “dan “pembeli; Sedangkan Abu Hanifah
membolehkan.

Fugaha serta berselisin pendapat dalam hal, apabila pemilik modal
mensyaratkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja,
seperti: penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat
berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani dalam
perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak boleh bahwa saya
(Imam Syafi'i) melakukan girad dengan anda pada sesuatu, dengan taksiran,
yang tidak saya ketahui.'*’

156 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang,, 1978), 481.
37 Imam Syafi'i, Al-Umm, Darul Kutub Al-lImiah, (Beirut:1413 H), 10.
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Hanabilah menganggap bahwa persyaratan dimana pemilik modal
melarang para pelaku niaga yaitu membatasinya dalam pendayagunaan modal,
seperti ia mensyaratkan hendaknya pelaku niaga tidak melakukan jual beli
kecuali dengan barang dagang tertentu, atau tidak membeli komoditi kecuali
dari sifulan saja merupakan persyaratan yang batal yang tidak boleh
dilaksanakan.**®

Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam
melakukan pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang kecuali
di musim kemarau saja, atau pada musim kapas, atau pada musim gandum, atau
yang semisalnya yang menentukan masa. Kalau yang terjadi demikian, maka
perjanjian kerjasamanya batal.'*®

Abu Saud seorang penulis kontemporer perbankan Islam mengatakan:
mudharib harus mutlak diberi kebebasan untuk mengelola modal yang diberikan
kepadanya dan menetapkan jenis usaha yang menurutnya dapat mendatangkan
keuntungan maksimal. Adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam
menentukan usahanya akan merusak keabsahan kontrak.®

Muhammad menerangkan bahwa sebagai sebuah kerjasama yang
mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam
tujuan. Kerjasama mudharabah ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa
ketentuanketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh
kedua belah pihak akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan
mudharabah tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain:

1. Manajemen

Ketika mudharib telah siap dan-menyediakan tenaga untuk kerjasama
mudharabah maka saat itulah ‘ia' mulai mengelola modal shahibul mal.
Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu
yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya . Oleh karena itu di
dalam kaitannya dengan managemen, kebebasan mudharib dalam

158 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, 42.
9 Ibid., 40.
180 £ 3. Brill Leiden, Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba

And Its Contemporary Interpretation. Terj. Abdullah Saeed "Bank Islam dan Bunga (Study
Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 95-
96.
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merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor
yang menentukan.

Menurut mazhab Hanafi mudharabah itu mempunyai dua macam yaitu :
mudharabah muthlagah (absolut, tidak terikat) dan mudharabah mugayadah
(terikat). Dalam mudharabah mutlagah, mudharib mendapatkan kebebasan
untuk menset-up mudharabah sebagaimana yang ia inginkan. Mudharib bisa
membawa pergi modalnya, memberikan modalnya ke pihak ketiga. Mudharib
juga bisa mencampur mudharabah dengan modalnya sendiri. Dia bisa
menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun
atau kapanpun. Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau kredit.
Dia bebas menyewa orang atau barang dengan modal itu.

Interfensi shahibul mal dalam mudharabah ini tidak ada. Sebaliknya
dalam mudharabah mugayadah semua keputusan yang mengatur praktek
mudharabah ditentukan oleh shahibul maal. Mudharib tidak bebas
mewujudkan Kkeinginannya tetapi ia harus terbatasi oleh aturan-aturan yang
tetapkan oleh shahibul mal dalam sebuah kontrak.

Sementara menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika shahibul mal mengatur
mudharib untuk membelikan barang tertentu dan kepada seseorang tertentu,
maka mudharabah itu menjadi batal. Karena hal itu dikhawatirkan upaya
pemerolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

2. Tenggang waktu

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara shahibul mal dan
mudharib adalah lamanya waktu usaha.| Ini penting karena tidak semua modal
yang diberikan kepada mudharib itu dana mati yang tidak di butuhkan oleh
pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu adalah sebuah cara memacu
mudharib itu bertindak lebih efektif dan terencana. Namun disisi lain penentuan
waktu itu membuat mudharib menjadi tertekan dan tidak bebas menjalankan
usaha mudharabah. Apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif tidak semua
berjalan lancar.

3. Jaminan (dliman)

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan
bersama adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan ini
menjadi  penting ketika shahib al-maal khawatir akan munculnya
penyelewengan dari mudharib.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan.
Alasannya mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak
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menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling
mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian
tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan
Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas.
Tetapi bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas, para ulama pun
berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika shahib al-mal
bersikeras terhadap adanya jaminan dari shahib al-mal dan menetapkannya
sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah."®*
Beberapa syarat pokok mudharabah menurut Usmani antara lain sebagai
berikut:
a) Usaha mudharabah
Shahibul mal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh
mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha
tersebut saja. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah mugayyadah
(mudharababh terikat). Akan tetapi, apabila shahibul mal memberikan kebebasan
kepada mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh mudharib,
maka kepada mudharib harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke
dalam usaha yang dirasa cocok. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah
mutlagah (mudharabah tidak terikat)
b) Pembagian keuntungan
Untuk validitas mudharabah diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada
awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian
masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah,
melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka
dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat
membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda untuk mudharib dan
shahibul mal. Namun demikian mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan
secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan
keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.
¢) Penghentian mudharabah
Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak
dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam
bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan
keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset

181 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan
YKPN, t.th), 89-91.
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belum dalam bentuk cair/ tunai, kepada mudharib harus diberi waktu untuk
melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.'®®

C. Simpanan Berjangka di BMT itQan
1. Pengertian simpanan berjangka

Simpanan berjangka merupakan bentuk tabungan atau simpanan yang
diiberikan kepada nasabah untuk jangka waktu yang telah disepakati dan dana
tidak bisa diambil sampai batas waktu yang telah disepakati. Simpanan
berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan
secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan masa simpananya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud
dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan
bank yang bersangkutan.*®

Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan.,
tergantung dari jangka waktu yang ditawarkan pihak perbankan. Deposito
menurut Undang-undang perbankan syari’ah No. 21 tahun 2008 adalah investasi
dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank
syari’ah atau dengan unit usaha syari’ah.'%*

Deposito berjangka' sebagai kontrak ‘ perjanjian penyimpanan dana
masyarakat kepada lembaga keuangan syari’ah dalam jangka waktu tertentu
sehingga nasabah atau anggota pada hakikatnya tidak dapat mencairkan
simpanannya tersebut sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, pada kondisi
moneter tertentu, lembaga keuangan syari’ah dapat menolak permohonan
nasabah atau anggota untuk menarik simpanan deposito sebelum jatuh tempo.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari’ah adalah deposito yang
dijalankan dengan prinsip syari’ah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI

162 Ascarya, Op. Cit., 63-64.

6% Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2010), 351.

164 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, Pasal 01, ayat (22).
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telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan
adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.'®

Deposito mudharabah yang juga disebut deposito investasi
mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan
atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka
waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil."®
Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas
penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil,
misalnya 60%:40%, artinya dari keuntungan yang deperoleh oleh pengelola
uang tersebut akan dibagi untuk shahibul mal (deposan) 60% dan untuk
mudharib (BMT) sebesar 40%.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh
nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang
dilakukan antara BMT dan nasabah investor."®’

2. Dasar hukum simpanan berjangka
Landasan syariah tentang simpanan tercantum dalam firman Allah SWT

K i 55 53 0555 01 W oty (i oKt gl ¥ il 3 it
(.i,” SHEACTAN

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu”(Q.S An-Nisa: 29)

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang
yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta
benda, yang didalam ayat disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri
maupun ditangan orang lain dengan cara yang bathil.

Arti bathil ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.
“kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya
yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada

5 M.Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra
Intermedia62011), 351.

185 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove,
2006), 1198.

187" \smail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
91.
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tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka
sama suka dengan garis yang halal.'®®
Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 283:
3305 Uiy 2y ool BBLlpths SIS IS4 5 i e 18870y
G iy 2208 347 4 GG 9. 531N 15255 Vg 155 é;;j AR L;ng
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk
penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.
9/19/PBI1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI1/2008. Pasal 3 PBI
dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui
kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah
dan mudharabah.*®
Gy V5 28 1085 0 2536 bastenadip (atadiy (sl 1 el s 1

“Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
(Q.S.An-Nisa: 9)

“Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun
kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai
dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada

188 Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar jilid 2, (Singapura: Pustaka
Nasional PTE LTD, 2001), 1174-1175.
% Abdul GhofurAnshorl Perbankan Syariah di Indonesia, (Y ogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009), 100.
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orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)”.
(Q.S. Al-Bagarah: 266).

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan
mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/tagwa) maupun
secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaanya. Salah satu
langkah perencanaan adalah dengan menabung )

Ok G st 1 OB 180508 2018 G i s B 1, LT 0 T g

“Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat), dan bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyr: 18)

b. Al Hadits

Dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi
memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi
sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau: “Sikap yang baik, penuh kasih
sayang dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian
kenabian.”(H.R.Tarmizy)

Dalam hadist lain Nabi berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah
hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan. Sabda Nabi: “Berlaku hemat
adalah setengah dari penghidupan.”(H.R.Baihaqi)

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari
tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi: “Termasuk dari
kefaqgihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan.”(H.R.Ahmad)

Nabi bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk
mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu.
Sabda beliau: “Tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat”.(H.R
Ahmad)

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti
harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dengan kikir dan
bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak
berlebihan. la tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang
tidak perlu.

Sedangkan kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari
belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok sedapat mungkin ia
hindari. Apa lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain ia berusaha agar
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uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan-Nya, tetapi berupaya agar orang lain
memberikan uang kepadanya. la akan terus menyimpan dan menumpuknya.*”

d. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan harta kepada anak
yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka.
Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma (Zuhaily, Al-Figh Al-Islami wa
Adilatuhu)

e. Qiyas.

Transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal)
dari satu pihak (shahibul maal) kepada pihak lain (amil, mudharib) untuk
diperniagaan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai
kesepakatan, digiyas-kan kepada transaksi musagah.

f. Kaidah figh

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak
orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha
memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki
harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya, oleh karena
itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan
bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan akad
mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana
(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu yang sesuaisyariah, dengan pembagian hasil'usaha antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.*™

Selain dalam firman Allah SWT dan perundang-undangan, Majlis Ulama
Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang di
perbolehkan, yaitu dalam Fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang
diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijah 1420 H, bahwa deposito
ada dua jenis: 1). Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito

170 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‘ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:

Tazkia Institute, 1999), 205-207.
1 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada,2014), him 36
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yang berdasarkan perhitungan bunga. 2). Deposito yang dibenarkan, yaitu
deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.""
3. Bagi hasil dalam simpanan berjangka

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit
sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.'"
Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah profit sharing
merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu
perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir,
bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem
yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola
dana.'™

Pembagian usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan penyimpan dana,
maupun antara BMT dengan anggota penerima dana. Bentuk produk yang
menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh
prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk
pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan
musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan
bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari
tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang
saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai
mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan
mengelola dana bank.""”

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar
bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan
kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah
ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana."

BMT itQan dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat
kesepakatan dengan anggota (mudharib) mengenai tingkat perbandingan
keuntungan (profit-ratio) yang ditentukan dalam kontrak.""”

172 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV//2000 tentang Deposito.

7% Muhamad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari “ah, (Yogyakarta: Ull
Press, 2005), him.105

1" Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syari “ah, (Y ogyakarta: Trust
Media, 2009), 10.

175 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), 95.

" Ibid, 97

177 5 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.
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Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya: kesepakatan dari anggota (mudharib), prediksi keuntungan yang
akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa
berlakunya kontrak.

Jika kontrak mudaharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka
mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah
dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bmt menanggung kerugian tersebut
sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi
kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan
kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat
kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian
tersebut.*’®

Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membutat
mudharib bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya.
Pihak menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi)
untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan, walaupun pihak bmt tidak mengungkapkannya secara eksplisit.

Di BMT itQan, pembagian hasil ini dikenal dengan nama nisbah. Nisbah
merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad
atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat
menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan
sistem bunga, yakni anggota selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena
pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak BMT.. Disisi lain nisbah bagi
hasil merupakan faktor penting-dalam menentukan bagi hasil BMT itQan. Sebab
aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah
pihak yang melakukan transaksi.'"

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam
bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan
tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari
nasabah atau anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi
hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam surat Al-Bagarah ayat 275, Islam
dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini
adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional.

178 |bid, him. 105.
179 Muhamad, Sistem..., 47.
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Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba atau bunga, Islam menawarkan
sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang
dianjurkan oleh syariat Islam

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat
peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS.
Al-Bagarah: 275)

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi
memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel
dibawah ini

Tabel perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga Bagi hasil
Penentuan | Pada waktu perjanjian dengan | Pada waktu akad dengan
keuntungan | asumsi harus selalu untung pedoman kemungkinan untung
rugi
Besarnya Berdasarkan jumlah uang | Berdasarkan jumlah
prosentase | (modal) yang dipinjamkan keuntungan yang diperoleh
Pembayaran | Seperti yang dijanjikan tanpa | Bergantung pada keuntungan
pertimbangan untung rug proyek 'hila rugi ditanggung
bersama
Jumlah Tetap, tidak meningkat walau | Sesuai dengan peningkatan
pembayaran | keuntungan berlipat jumlah pendapatan
Eeksistensi | Diragukan oleh semua agama | Tidak ada yang meragukan
keabsahannya

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di lembaga

keuangan syari’ah (BMT itQan) adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena
dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur
ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang
kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang
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perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada
besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan return on investment dan
bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus
lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan
kepercayaan kepada masyarakat.

Menabung atau menyimpan uang merupakan bagian dari mempersiapkan
perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang
tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang
dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan
sering kali mengatakan bahwa car terbijak untuk menabung yaitu mengambil
dimuka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Berarti uang yang disimpan
bukanlah sisa dari konsumsi, melainkan alokasi terencana dimuka karena
diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.*®

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008,
tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad wadi ““ah atau investasi dana
berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,
dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik
merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan
berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hamper
sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara
rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta
tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan
berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih
kecil daripada deposito.

Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan
untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga
mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi
pengaturan keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencana

18 pwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), h1m 76
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pendidikan untuk buah hatinya, biasanya pada tabungan berencana ini dilekatkan
pula asuransi jiwa didalamnya'®!
4. Produk simpanan di BMT itQan
Produk Simpanan di BMT iQan dibagi dua,yakni simpanan saham dan
simpanan non saham.
A. Simpanan saham
1. Simpanan pokok
Kode : S-15
Bagi hasil : Deviden atau SHU
Karakteristik
a. Besar setoran Rp. 100.000
b. Dibayarkan setelah mendapat persetujuan menjadi
anggota koperasi dari BM/pejabat BMT itQan yang
berwenang.
c. Diakui sebagai model oleh BMT dan tidak bisa ditarik
setelah keluar keanggotaan
2. Simpanan wajib
Kode : S-13
Bagi hasil : Deviden atau SHU
Karakteristik
Bagi pembiayaan kelompok
a. Besarnya simpanan Rp 5.000/ minggu, untuk
pembiayaan
Rp. 100.000 s/d 3.000.000
b. Besarnya simpanan Rp 10.000/ minggu, untuk
pembiayaan
Rp. 3.100.000 s/d 6.000.000
c. Besarnya simpanan Rp 15.000/ minggu, untuk
pembiayaan
Rp. 6.100.000 s/d 10.000.000
d. Disetor setiap minggu (merupakan komponen
angsuran)
e. Diakui sebagai modal oleh BMT itQan

8IM. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:: Alfabeta,
2012), 34-35.

74



f.

Dapat ditarik pada saat keluar keanggotaan dari

BMT

Bagi pembiayaan umum

a.

Simpanan wajib Rp. 20.000/ bulan dan dapat disetor

setahun Rp.240.000- sekali

Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama yang
bersangkutan masih menjadi anggota, termasuk

untuk membiayai uran pokok ta’awun.

3. Simpanan investasi

Kode 1 S-12
Bagi hasil : Setara 12 % per tahun (dibukukan setiap akhir
bulan)
Karakteristik
a. Setoran minimal Rp. 10.000
b. Setoran 7% dari pencairan pembiayaan bagi anggota
PSPMK
C. Membayar dana ta’awun simpanan sebesar Rp.

2.000, setiap bulan

B. Simpanan non saham
1. Simpanan sukarela khusus

2.

Kode : S-16
Bagi hasil : tidak ada bagi hasil
Karakteristik
a. Simpanan khusus pelajar
b. Setoran awal Rp 5.000
c. Setoran minimal Rp. 1.000
d. Bebas biaya administrasi

Kode

Bagi hasil

Simpanan sukarela

1 S-10
: setara 4%

Karakteristik

a. Setoran awal Rp. 25.000
b. Saldo minimal Rp. 25.000
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Setoran minimal Rp. 5.000

3. Simpanan sukarela spesial

4.

C.
Kode
Bagi hasil
Karakteristik
a.
b
C.
d

1 S-17
: setara 6 %

Setoran awal Rp 1.000.000

. Saldo minimal Rp. 1000.000

Pinalti dibawah saldo minimal Rp. 5.000

Bagi hasil diperhitungkan jika saldo telah
mencapai Rp. 5.000.000 dan telah mengendap
satu bulan

Simpanan terencana

Kode

Bagi hasil

Karakteristik
a.
b.
C.
d.
e.

1 S-19
: Setara 9%

Simpanan minimal Rp 1.000.000

Pembukaan rekening kapan saja selama jam
buka kas

Setoran rutin setiap bulan selama masa kontrak
simpanan

Bebas biaya asuransi

Jika anggota meninggal dunia sebelum habis
masa kontrak, setoran berikutnya dilanjutkan
ileh BMT itQan (maksimal Rp.50.000.000)

Simpanan berjangka

Kode

Bagi hasil

Karakteristik
a.
b.
C.
d.
e.

: D-
:Tergantung jangka waktu

Simpanan minimal Rp 1.000.000

Disetor kapan saja selama jam buka kas
Jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12
bulan dan 24 bulan

Bagi hasil tergantung jangka waktu (setara
dengan 0,8 % s/d 1,1 % per bulan)

Dapat diwariskan
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Nisbah Simpanan Berjangka (SiJaka) untuk nasabah :

Jangka Waktu Nisbah Eq.Rate/per tahun
3 14% 7%
6 16% 8%
12 19% 10%
24 20% 12%

Simpanan berjangka ini menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah
bentuk return dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam natural
uncertainlty contract, sistem ini adalah suatu sistem yang melibati tata cara
pembagian hasil usaha antara penyediaan dan dengan pengelola dana.'®?

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar
bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip
berdasarkan pada kaidah al-mudharabah. Bank syari’ah akan berfungsi sebagai
mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam
dana.

Dengan penabung, BMT akan bertindak sebagai mudharib (pengelola)
sementara penabung sebagai penyandang dana (shahibul maal). Antara
keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntugan
masing-masing pihak."®

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal
dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah-memperoleh hasil investasi. Besar
kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh
tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.*®*

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (direct factotrs) yang mempengaruhi
perhitungan bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan
nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

182 adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, ( Jakarta: UlI
Indonesia, 2003), 179.

183 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP AMP YKPN), 103.

18 Muhammad, Manajemen Bank Syari ‘ah, Y ogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106-
107.
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a. Invesment rate merupakan presentase aktual dana yang di
investasikan dari total dana. Jika BMT menentukan invesment rate
sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana
dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu
metode: Rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo
harian.

c. Nishah (profit sharing ratio)

a). Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus
ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.
b). Nisbah antara satu bmt dengan bmt lainnya dapat berbeda.
c). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu
bmt, misalnya deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
d). Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan
account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh
temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

b. BMT dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

c. Pendapatan ‘‘di bagi hasilkan™ merupakan pendapatan yang diterima

dikurangi biaya-biaya.

d. Jika semua biaya ditanggung bmt, maka hal ini disebut revenue

sharing.

e. Kebijakan akunting.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam
suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses
dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Apabila ditinjau dari segi tujuannya, penelitian ini termasuk jenis
penelitian deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan implementasi akad
mudharabah di BMT itQan, dalam hal inni peneliti melakukan penelitian dari
segi efektivitasnya.'®

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) sebagai
bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lembaga pelaksana
proyek dalam hal ini BMT itQan dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari
kualifikasi.'**Pendekatan ini ditempuh karena beberapa hal yang dapat dijadikan
sebagai pertimbangan yakni:

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan ganda.

b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat, hubungan antara

peneliti dan responden.®’

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
subjek- subjek penelitian, dalam hal ini adalah BMT itQan pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dengan metode ini, data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pada

185 Sjgit Soehardi, Pengantar Metodologi Penelitian , (Y ogyakarta: Pena Persada Press,
2001), 25,
1885yharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), 10.

187 | exy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kulitatif, (Bandung : Remaja Karya, 1991),
5.
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penulisan laporan, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut sejauh
mungkin dalam bentuk aslinya."®®

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fonemena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (utuh), dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.®

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT itQan. BMT itQan ini beralamat di jalan
Padasuka atas no 160, Pasirlayung, Cibeunying kidul, Kota Bandung, Jawa
Barat 40192.

C. Kehadiran Peneliti
Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil

pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena
yang diteliti.®® Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam
penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data,
dan pada akhirya menjadi pelopor penelitiannya.*** Bahkan dalam penelitian
kualitatif ini posisi peneliti menjadi instrumen kunci (the key instrument)."*?

Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-
fenomena yang terjadi di BMT maka dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti
terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan
mudah dan lengkap, peneliti harus: membangun kepercayaan yang tinggi dan
menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran peneliti di
lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. Sebubungan
dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

188 :
Ibid, 11.

189 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 14-18.

1%°Nana Syaudih Sukmadinata, Op. Cit., 95.

191 exi. J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualittif , ( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), 162.

192 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2008), 233.
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. Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat
izin penelitian dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Dijati Bandung yang ditujukan kepada manajer BMT
itQan.

Peneliti bertemu dengan Manajer BMT itQan untuk menyerahkan
surat izin penelitian, dan menyampaikan maksud dan tujuan
penelitian.

Manajer BMT secara formal maupun semi formal melalui
pertemuan memberitahukan kepada warga BMT tentang adannya
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk membantu
memberikan informasi selengkap lengkapnya apa yang dibutuhkan
oleh peneliti.

Mengadakan observasi di lapangan untuk memehami latar
penenlitian yang sebenarnya.

Membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antar peneliti
dengan subyek penelitian.

Melaksanakan kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah
disepakati. Pada penelitian ini kehadiran seorang peneliti sangat
diperlukan sebagai instrumen utama, yang bertindak langsung
sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data,
menganalisis data, dan sebagai pelopor hasil penelitian

D. Sumber Hukum
a. Data Primer
yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli),
berupa data kualitatif. Data ini dapat diperoleh dari Undang-undang, Peraturan
PBI, Fatwa DSN, Fatwa MUI.
b. Data Sekunder
yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak dari hasil

penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa laporan-
laporan, buku-buku, profil,dan kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah pada tahap

pengumpulan data. Karena data merupakan faktor yang paling menentukan

dalam suatu penelitian. Dalam metode pengumpulan data ini, penulis
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menggunakan metode Field Research yaitu Pengumpulan data yang dilakukan
peneliti langsung di BMT itQan untuk mendapatkan data yang kongkrit.
a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa
catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda,
dan sebagainya. Metode merupakan teknik utama yang akan digunakan untuk
mengumpulkan data-data tentang mekanisme profit sharing padaa akad
mudharabah dalam produk simpanan berjangka di Baitul Mal wat Tamwil itQan
baik yang bersifat manajemen maupun operasionalnya dan dokumen-dokumen
lain seperti kaidah-kaidah tentang mudharabah dalam hukum Islam, kaidah-
kaidah tentang sistem bagi hasil (mudharabah) di Indonesia, buku-buku lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumentasi adalah suatu teknik di mana data diperoleh dari dokumen-
dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku notulensi,
makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin, catatan harian dan sebagainya.'*®
Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk
memperoleh data yang terkait dengan implementasi manajemen sumber daya
manusia dan data lainnya yang mendukung atau dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah buku profil BMT, struktur
pengurus , dan dokumentasi data keuangan tiga tahun terakir, meliputi keadaan
siswa, keadaan guru dan pegawali, sarana dan prasarana dan sebagainya yang
mendukung penelitian ini.

b. Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data denganwawancara atau tanya jawab baik
secara langsung maupun tidak langsung.*** Metode ini penulis ajukan kepada :
Manajer Operasi Baitul Mal wat Tamwil itQan dan pegawai di Baitul Mal wat
Tamwil itQan tentang mekanisme implementasi akad mudharabah pada produk
simpanan berjangka di Baitul Mal wat Tamwil itQan, para investor (shahibul
maal) dan pengusaha (pihak ketiga).

193 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cig)ta, 1993), 135

%% Djoko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), 39.
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Interview yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung
pada responden.'*® Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari
manajer BMT itQan yang berperan secara langsung dalam pelaksanaan
implementasi akad mudhrabah di BMT, dan beberapa staff, dan pegawai untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah
di BMT itQan. Selanjutnya, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara terstruktur, artinya wawancara dengan perencanaan, di mana
peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai bagian
reseach and develpoment, beberapa staf, dan pegawai. Namun disini peneliti
juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang
bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun
rapi. Wawancara tidak berstruktur ini dilakukan dengan maksud responden
tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapatnya. Misalnya melakukan
wawancara terhadap satpam, penjaga BMT dan lain-lain. Dan pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang
ditanyakan.

Metode pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk memperoleh data
kondisi implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di
BMT . Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan
pihak-pihak penyelenggara BMT (baca: manajer, staf, dan para pegawai),
mengenai penerapan implementasi akad mudharabah pada produk berjangka di
BMT itQan.

c. Observasi

yaitu pengamatan secara langsung ke objek yang akan diteliti, dalam
menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya
dengan atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi
item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.'*

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki."®" Sedangkan Kartini Kartono
mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang

1% Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, (ed)., Metode Penelitian Survey, (Jakarta:

LP3ES, 1994), 192.
1% Syharsimi Arikunto,Op, Cit, 204.
97 sutrisno Hadi, Metodologi Research 11, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 36.
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fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan
pencatatan.'*®

Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan,
artinya peneliti tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya
mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari
jawaban dan mencari bukti terhadap aktivitas dan implementasi akad
mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT itQan.

Di samping itu, metode observasi digunakan peneliti dalam kaitannya
dengan mengumpulkan data tentang gambaran umum BMT seperti gedung
BMT, kantor dan sebagainya. Selain itu, informasi-informasi lainnya sebagai
pelengkap penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi lokasi BMT guna
memperoleh data yang konkret tentang hal-hal yang menjadi obyek penelitian,
selain untuk melihat dan mengamati langsung dari dekat seluruh kegiatan BMT
itQan.

F. Analisa Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka teknik analisa
data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk
menggambarkan objek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan
maksud analitis adalah berfikir tajam dan kekurangannya.**

Dalam mengaplikasikan berfikir analitis ini, penulis memakai analisis
normatif. Artinya dalam analisis data ini, penulis akan menganalisa data dari
data-data dan keterangan-keterangan yang penulis peroleh dari Baitul Mal wat
Tamwil itQan mengenai Implementasi-akad mudharabah produk simpanan
berjangka dilihat dari hukum Islam.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat
kualitatif dengan deskriptif analitik non statistik. Analisis ini digunakan untuk
mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan implementasi manajemen
sumber daya manusia yang terdapat dalam lembaga tersebut. Proses analisis data
dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai
dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau
penarikan kesimpulan.?®

1% Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandun : CV. Mandar
Maju, 1990), 157.

199 °Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 352.

200 \.B.Miles & A.M.Hubermen, An Expended Source Book: Qualitative Data
Analysis, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep R. Rohidi, (Jakarta: Ul-Press, 1992), 19.
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1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data
(Triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik
pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan
menggunakan dokumen. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil
penelitian yang didapat semakin bagus.***

Dari hasil yang telah peneliti lakukan dengan metode pengamatan, yaitu
peneliti melihat serta memahami secara langsung kegiatan yang ada di
lingkungan BMT. Selanjutnya peneliti melakukan metode wawancara secara
mendalam dengan manajer BMT, beberapa staf, pegawai. Dan kemudian peneliti
juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan
dokumen dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian.

Setelah data terkumpul dari beberapa metode penelitian yang telah
dilakukan, selanjutnya peneliti berusaha mempelajari secara mendalam untuk
mencari tahu tentang bagaimanakah proses implementasi akad mudharabah
pada produk simpanan berjangka di BMT itQan yang telah dilaksanakan dengan
kenyataan yang ada di lapangan. Setelah itu, data dianalisis dengan model
interaktif deskriptif analitik non statistik.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih
hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta
polanya. Data yang telah direduksi akan-memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang,
sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.”®*

Reduksi data didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk
menjelaskan implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka
di BMT itQan yang telah diterapkan di BMT, selanjutnya dianalisis dan
dihubungkan dengan efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, peneliti
memilih data yang relevan dan bermakna yang akan peneliti sajikan.

Peneliti melakukan seleksi dan memfokuskan data yang mengarah untuk
menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan dan menyusun

201 1hid., 93,
202 1hid., 96.
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secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang dianggap penting dari hasil
temuan yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah pada produk
simpanan berjangka yang telah diterapkan BMT, dengan melihat secara teoritik
dan konsep mutu untuk melihat implementasinya. Reduksi data dalam penelitian
ini hakikatnya adalah menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dalam
dimensi implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di
BMT itQan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Display data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, chard atau
bentuk  kumpulan  kalimat.  Penyajian data  dalam  bentuk
display ini, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan,
sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart.

Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.***Hasil
dari reduksi kemudian disajikan dalam bentuk display data. Untuk penyajian
data, peneliti menggunakan uraian secara naratif, dengan tujuan agar dapat
mengetahui sejauh mana implementasi manajemen akad mudharabah pada
produk simpanan berjangka di BMT yang diterapkan di BMT tersebut.

4. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam - analisis = data adalah verifikasi yaitu
memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus
didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh
merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan
dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan.

Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum
pernah ada sebelumnya.”®* Membuat kesimpulan dengan melihat kembali pada
reduksi data maupun display data, sehingga dengan demikian kesimpulan tidak
menyimpang dari data yang dianalisis.

203 1pid., 97.
24 1pid., 97.
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G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang
dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Pengecekan keabsahan data merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam
proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil
akhir dari sutu penelitian. Dalam proses pengecekan keabsahan data dalam
penelitian ini digunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif peneliti terjun kelapangan dan ikut serta
dalam kegiatan-kegiatan subyek penelitian. Keikutsertaan itu memerlukan waktu
lebih lama dari sekedar untuk melihat dan mengetahui subjek penelitian. Dengan
perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian
sampai data yang dikumpulkan jenuh.?®

2. Triangulasi

Setelah data telah berhasil dikumpulkan, setelah itu diuji keabsahannya
dengan teknik triangulasi data. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengetahui
sejauh mana temuan-temuan di lapangan benar-benar representatif untuk
dijadikan pedoman analisis dan juga untuk mendapatkan informasi yang luas
tentang perspektif penelitian.

Teknik yang digunakan dalam triangulasi data ini, menggunakan banyak
metode atau banyak sumber untuk satu data, yaitu membandingkan antara hasil
interview dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum
dengan ketika sendirian, ‘antara, hasil jinterview, dengan dokumen yang
diperoleh.*®

Dan dalam teknik ini, peneliti pun mencoba membandingkan hasil
interview peneliti terhadap beberapa responden dengan hasil yang peneliti
peroleh dari dokumen yang peneliti peroleh dari sumber-sumber dokumentasi
yang ada, atau pun data yang disampaikan responden satu dengan responden
lain, berkait dengan implementasi akad mudharabah pada produk simpanan
berjangka di BMT.

205 | exi. J. Meloeng, Op. Cit., 327.

206 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1990), 178.
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Sehingga dengan demikian, untuk keperluan triangulasi data ini peneliti
juga melakukan check-recheck, cross check, konsultasi dengan manajer BMT,
staf, dan pegawai, diskusi teman sejawat dan juga tenaga ahli di bidangnya.

Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber data dan
triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan peneliti dengan cara
peneliti berupaya untuk mengecek keabsahan data yang didapat dari salah satu
sumber dengan sumber lain. Misalnya peneliti menggali data tentang
pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan dan pegawai di BMT itQan dari
salah satu pegawai selanjutnya peneliti membandingkan hasil wawancara
tersebut dengan pegawai yang lain, jika terdapat perbedaan peneliti terus
menggali data dari sumberlain sampai jawaban yang diberikan informan sama
atau hampir sama.

Sedangkan triangulasi metode merupakan upaya peneliti untuk
mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah prosedur dan
proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang absah.

Disamping itu, pengecekan data dilakukan secara berulang- ulang
melalui beberapa metode pengumpulan data. Misalnya data yang didapat melalui
wawancara dengan manajer BMT tentang pelaksanaan rekrutmen dan seleksi
pegawai dan karyawan, selatjutnya data tersebut dapat dicek dengan metode
dokumentasi peneliti mengecek keabsahanya dengan mewawancarai seorang
informan misalnya tentang analisis kebutuhan tenaga serta tatacara atau aturan
pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tersebut.

H. Tahap Tahap Penelitian

Salah satu karakteristik penelitian kualiatif adalah desainnya disusun
secara sirkuler.?”” Oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan melalui tiga
tahap, yaitu: tahap persiapan atau orientasi, tahap eksplorasi umum dan tahap
eksplorasi terfokus.

1. Tahap persiapan atau studi orientasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakuakan peneliti adalah menyusun
proposal penelitian dan mengumpulkan sumber pendukung yang diperlukan.
Penentuan objek dan fokus didasarkan atas:

207 5 Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsilo, 1998),
291.
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a. Disiplinilmu yang sedang dipelajari yaitu akad mudharabah
serta hal-hal lain tentang pendidikan salah satunya adalah
efektivitas implementasi akad mudharabah di BMT.

b. mengkaji literatur yang relevan.

c. melakukan orientasi dengan dengan studi pendahuluan
terhadap subyek penelitian (BMT itQan) untuk memperoleh
informasi tentang efektivitas implementasi akad mudharabah
di lembaga BMT.

d. diskusi dengan teman sejawat.

e. konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan saran-
saran perbaikan dan persetujuan proposal.

f. mengadakan seminar penelitian untuk mendapatkan
masukan.

2. Tahap Eksplorasi Umum

Dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Mengurus perizinan dengan pihak yang berwenang sebagai
dasar studi lapangan.

b. Penjajakan umum terhadap objek yang ditunjukkan untuk
melakukan observasi dan wawancara secara global guna
menentukan objek lebih lanjut.

c. Mengadakan studi literature dan menentukan kembali fokus
penelitian.

d. Melakukan - konsultasi . -secara | terus-menerus untuk
memperoleh legitimasi guna melanjutkan penelitian.

3. Tahap Ekplorasi Terfokus

Tahap eksplorasi terfokus yang diikuti dengan pengecekan hasil
temuan dan penulisan hasil penelitian. Kegiatan yang dilakukan peneliti
adalah:

a. Pengumpulan data secara rinci dan mendalam guna

menemukan kerangka konseptual tema-tema dilapangan.

b. Melakukan pengumpulan dan analisis data secara bersama-

sama.

c. Melakukan pengecekan dan temuan penelitian.

d. Menulis laporoan hasil penelitian untuk diajukan pada tahap

pengujian tesis.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil BMT itQan

1. Sejarah BMT itQan

BMT itQan didirikan Tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang dulunya
merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk membentuk suatu
amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai kebenaran
Agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan
kesehatan.

Baitul Maal wat Tamwiil, merupakan bentuk amal usaha yang dipilih
karena dalam BMT jenis usaha yang dapat dikembangkan diharapkan dapat
mengangkat perekonomian sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial
zakat, infaq, shodagoh dan wakaf untuk kepentingan kaum dhuafa.

Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama bmt itQan, sejalan
dengan hadits Nabi Muhammad saw.: “khairunnaas ‘anfauhum linnaas” artinya
sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia
lainnya”.

Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan
membuat payment point listrik sebagai sumber utama untuk menggaji karyawan
yang awalnya hanya 1 orang teller. Dengan berkembangnya kepercayaan dari
masyarakat maka bmt itQan sejak awal 2008 mulai menggulirkan pembiayaan
untuk usaha mikro dengan jumlah pinjaman awal berkisar Rp. 200 ribu sampai
Rp. 1 juta.

Tahun 2010, setelah melakukan studi literatur tentang keberhasilan
metodologi pembiayaan mikro pola kelompok oleh Prof.Yunus di Grameen
Bank Bangladesh dan studi banding dengan lembaga keuangan mikro lainnya
yang mempraktekkan pola grameen bank di Indonesia, akhirnya pengawas dan
pengurus memutuskan untuk mengadopsi pola pembiayaan grameen yang
dimodifikasi menjadi pola syari’ah.

Dengan metodologi yang diterapkan, hasilnya ternyata lebih efektif
dalam menjangkau nasabah keluarga pra sejahtera. Karena pola yang digunakan
tidak mengharuskan memiliki agunan serta benar-benar fokus untuk menggarap
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segmen masyarakat miskin yang notabene selalu mendapatkan diskriminasi
dalam memperoleh akses pembiayaan formal yang murah dan profesional.”®

2. Letak Geografis BMT itQan

Berdasarkan hasil observasi peneliti maka BMT itQan ditinjau dari letak
geografisnya berada di sebelah utara Kota Bandung kurang lebih 4,4 km dari
Kota Bandung. BMT itQan terletak di JI. Padasuka atas no 160, Pasirlayung,
Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos
40192.

Selatan : Politeknik Pajajaran

Utara : Masjid Al Imtiyaz

Barat : Angkasa Prima Gym

Timur : Apotek Suka Senang

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT itQan
Berdasarkan dokumen profil BMT itQan Visi, Misi dan Tujuan BMT
itQan sebagai Berikut:

a. Visi
Menjadi Koperasi Terpercaya, Terbesar dan Sehat di Jawa Barat.
b. Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota melalui:
1). Pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelola dan
pengurus.

2). Menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa
keuangan syariah lain yang berkualitas.
3). Komitmen pelayanan prima bagi seluruh stake holder.
4). Meningkatkan nilai tambah investasi bagi anggota melalui
pengelolaan usaha yang prudent.

c. Tujuan

1). Membangun manusia pegiat BMT itQan (anggota, karyawan,

manajemen, pengurus, pengawas) menjadi, manusia soleh, cerdas,

sejahtera dan peduli sesama.

2). Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam

berkoperasi syari’ah.

208 Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin,
pada hari senin 25 februari 2019 jam 10.15 WIB.
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3). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan
program simpanan, pembiayaan, solidaritas atau ta’awun dan jasa

keuangan lainnya.”®

4. Struktur Kepengurusan BMT itQan
Struktur organisasi kepengurusan BMT itQan sebagai berikut:

RAPAT ANGGOTA

Badan Pengawas Dewan Pengawas

Svanah

b -

Auditor Internal

Manager Manager Bisais Manager SDM dan Manager Funding

Account Teller Back
Officer Office

5. Profil Pengurus BMT itQan

Yudi Haryadi, S.E
Ketua Pengawas
Lahir di Bandung 19 Juni 1975. Beliau Mendirikan bmt itQan sejak
Tahun 2007, berpengalaman di BMT selama 7 tahun. Saat ini menjabat ketua

209 Dokumen Profil BMT itQan tahun 2019
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Yayasan itQan Nurul Hikmah, aktif di ABSINDO, PUSKOPSYAH,
Perhimpunan BMT Ventura Wilayah JABAR. Pendidikan S-1 dari Universitas
Kridatama Bandung. Saat ini beliau sedang menempuh kuliah di Program
Magister Institut Koperasi Indonesia, Bandung.

.

Yayat Supriyatna, S.Pd
Anggota Pengawas
Mendirikan bmt itQan sejak Tahun 2007, berpengalaman di bidang
Baitul Maal selama 5 Tahun. Bekerja sebagai Guru di SMP Negeri Bandung.

Imam Hady Nurzaman, S.Pd
Anggota Pengawas
Mendirikan BMT itQan sejak Tahun 2007, berpengalaman di bidang
pengembangan SDI. Bekerja sebagai Guru di SD Negeri Bandung.

Adhy Suryadi, S.P., MM
Ketua Pengurus
Lahir di Bandung 02 Februari 1974. Berpengalaman di Perbankan
selama 15 tahun, terakhir sebagai pimpinan Bank BJB Syari’ah Tangerang.
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Mendirikan bmt itQan sejak Tahun 2007 bersama pendiri lainnya dan
memutuskan untuk fokus di bmt itQan sejak Maret 2012. Lulusan S-1 dan S-2
Institut Pertanian Bogor.

Udin Nurtomo, S.E.
Bendahara Pengurus
Lahir di Tangerang, 14 Agustus 1984, bergabung dengan itQan sejak
tahun 2012. Berpengalaman di bidang manajerial pembiayaan kelompok. **°

6. Produk Pembiayaan BMT itQan
Produk dari BMT itQan berupa simpanan yang dibagi menjadi dua,yakni
simpanan saham dan simpanan non saham.
a. Simpanan saham
1). Simpanan pokok

Kode : S-15
Bagi hasil : Deviden atau SHU
Karakteristik

a). Besar setoran Rp. 100.000.
b). Dibayarkan setelah mendapat persetujuan
menjadi anggota koperasi dari pejabat BMT itQan
yang berwenang.
c). Diakui sebagai model oleh BMT dan tidak bisa
ditarik setelah keluar keanggotaan.

2). Simpanan wajib

Kode : S-13
Bagi hasil : Deviden atau SHU
Karakteristik

210 Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin,
pada hari senin 25 februari 2019 jam 10.15 WIB.
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Bagi pembiayaan kelompok, syaratnya adalah:

a). Besarnya simpanan Rp 5.000/ minggu, untuk
pembiayaan Rp. 100.000 s/d 3.000.000.

b). Besarnya simpanan Rp 10.000/ minggu,
untuk pembiayaan.Rp. 3.100.000 s/d 6.000.000.
c). Besarnya simpanan Rp 15.000/ minggu,
untuk  pembiayaan Rp. 6.100.000 s/d
10.000.000.

d). Disetor setiap minggu (merupakan
komponen angsuran).

e). Diakui sebagai modal oleh BMT itQan
Dapat ditarik pada saat keluar keanggotaan dari
BMT.

Adapun bagi pembiayaan umum syaratnya sebagai berikut:

a). Simpanan wajib Rp. 20.000/ bulan dan dapat
disetor setahun Rp.240.000- sekali

b). Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama
yang bersangkutan masih menjadi anggota,
termasuk untuk membiayai iuran pokok

ta’awun.

3). Simpanan investasi

Kode
Bagi hasil

Karakteristik

:S-12
: Setara 12 % per tahun (dibukukan setiap akhir
bulan)

a). Setoran minimal Rp. 10.000.

b). Setoran 7% dari pencairan pembiayaan bagi
anggota PSPMK.

¢). Membayar dana ta 'awun simpanan sebesar
Rp. 2.000, setiap bulan.

b. Simpanan non saham
1). Simpanan sukarela khusus

Kode
Bagi hasil

: S-16
: tidak ada bagi hasil
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Karakteristik

2). Simpanan sukarela
Kode
Bagi hasil
Karakteristik

3). Simpanan sukarela
Kode
Bagi hasil
Karakteristik

a). Simpanan khusus pelajar
b). Setoran awal Rp 5.000

c). Setoran minimal Rp. 1.000
d). Bebas biaya administrasi

:S-10
: setara 4%

a). Setoran awal Rp. 25.000
b). Saldo minimal Rp. 25.000
c). Setoran minimal Rp. 5.000
spesial

. S-17

: setara 6 %

a). Setoran awal Rp 1.000.000

b). Saldo minimal Rp. 1000.000

c). Pinalti dibawah saldo minimal Rp. 5.000

d). Bagi hasil diperhitungkan jika saldo telah
mencapai Rp. 5.000.000 dan telah mengendap
satu bulan

4). Simpanan terencana

Kode
Bagi hasil
Karakteristik

1 S-19
: Setara 9%

a). Simpanan minimal Rp 1.000.000

b). Pembukaan rekening kapan saja selama jam
buka kas

c). Setoran rutin setiap bulan selama masa
kontrak simpanan

d). Bebas biaya asuransi

e). Jika anggota meninggal dunia sebelum habis
masa kontrak, setoran berikutnya dilanjutkan
olen BMT itQan (maksimal Rp.50.000.000)
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5). Simpanan berjangka

Kode
Bagi hasil
Karakteristik

: D-
:Tergantung jangka waktu

a). Simpanan minimal Rp 1.000.000

b). Disetor kapan saja selama jam buka kas

¢). Jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12
bulan sampai 24 bulan

d).Bagi hasil tergantung jangka waktu (setara
dengan 0,8 % s/d 1,1 % per bulan)

e).Dapat diwariskan

Nisbah Simpanan Berjangka (SiJaka) untuk nasabah :

Jangka Waktu Nisbah Eq.Rate/per tahun
3 14% 7%
6 16% 8%
12 19% 10%
24 20% 12%

7. Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota penuh di BMT itQan diantaranya

sebagai berikut:

a. WNI dan cakap hukum

b. Setoran Simpanan Pokok Rp 100.000

¢. Memenuhi Simpanan Wajib Pemupukan Modal Minimal
Rp 500.000,- dapat diangsur maksimal selama 6 bulan
(selanjutnya minimal Rp. 20.000,- per bulan)

d. Setoran awal Sirela minimal Rp 25.000,-

e. Membayar Administrasi Keanggotaan Rp 25.000,-

f. Mengisi formulir permohonan dan data diri (disediakan di
kantor koperasi syariah BMT itQan)

0. Melampirkan foto copy KTP Calon Anggota dan
suami/istri (jika menikah), masing-masing 1 lembar.
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h.

Melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

I. Pas Foto 3x4 sebanyak 1 lembar

J. Melewati proses Calon Anggota selama 6 (enam) bulan.
g.Mengikuti Pendidikan Dasar Keanggotaan

I. Memahami dan mentaati anggaran dasar dan pola kebijakan
koperasi syari’ah BMT itQan, memiliki pemikiran yang positif
dan konstruktif terhadap pelaksanaannya.

8. Sasaran Nasabah
Sesuai dengan visi dan misi, sasaran nasabah BMT itQan adalah
mempunyai Kriteria sebagai berikut :

a.

b.

Diutamakan wanita, karena wanita atau ibu-ibu lebih
bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga
Status Keluarga Pra Sejahtera dengan ukuran indeks rumah
<11 dan pendapatan per kapita keluarga < Rp. 300 ribu per
bulan

Mempunyai usaha atau akan menjalani usaha mikro dengan
plafond pembiayaan pertama maksimal Rp. 1 juta

9. Metode Pembiayaan
Adapun metode pembiayaan di BMT itQan sebagai berikut:

a.

S@ "~ ® oo o

Survey Wilayah.

Pertemuan Umum.

Targeting.

Uji Kelayakan dan PPI.

Latihan wajib kumpulan.

Ujian Pengesahan Kumpulan.

Pembentukan Center.

Center Meeting/Transaksi/Pembinaan/Pemberdayaan.
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10. Kinerja Keuangan

Diagram di bawah ini adalah gambaran kinerja keuangan BMT itQan

|kEY PERFORMANCE [ 2000 [ 2010 [ 202 [ 2013 [ 2014 [ 2015 [ 2016 |
PEMBIAYAAN 752 ¥ 1385 ® 4347 ® 9.491 ¥ 15637 4 17.562 ¥ 24.826
DANA 4+ 1573 ® 2571 % 6436 9 14908 ¥ 19416 4 25.944 4 30835
A. SIRELA * o5t 260% 53 1263 13334 21151 6058
B. SUAKA ¥ 120 % 119% 305¢% 28 1108 1500 ¥ 148
C. DANA BANK 4 1350 42183 % 5557 13427 16925 20325 T 23288
ASSET 1720 % 27589 7.158 ¥ 18110 ¥ 24460 29795 T 37011
MODAL + 1520 1904 765 ® 353 3500 3786 5200
LABA(RUGI) 41531 2078 8225 % 2085 T a0s0® 2085 % 538
ANGGOTA 4 641 P 13019 439 P 6507 4 7695 T10071 11167

Secara keseluruhan kinerja keuangan KSPPS BMT ITQAN mengalami pertumbuhan. Asset tumbuh
24%, Pembiayaan tumbuh 41%, Dana tumbuh 47%, Modal tumbuh 38%, dan Anggota tumbuh
11%. SHU atau laba meningkat dibanding Tahun 2015 sebesar 66%.

Tahun Buku 2016 Kinerja Keuangan BMT itQan terus meningkat

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT 2013

Pembiayaan ; :
DanaAnggoa 0| 1153 397y __10.636
Simpanan Wadiah 9 2.863 7.547|
Simpanan Mudharabah bergqg»ki 21 1.108| 3.090
Dana Pihak Ketiga | 13427 16928 2032 3.288 28271
Asset 18.164f  24.486 37.012] 48.278]
L —— . - . ] 5109  7.800
_ Pendapatan | 4927 6.082 8.81 11.131
_Laba = 219 408 34¢ 496
Anggota 6.507 7.695 11.16 8419
Kinerja Keuangan Tahun 2017Kamis, 09 Agustus 2018 09:11 WIB
KEY FINANCIAL HIGHLIGHT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pembiayaan 9.418 15.181 17.579 24.826 34857 30.496
Dana Anggota 1.152 3.971 5.617 7.547 10.636 12.618
Simpanan Wadiah 934 2.863 4113 6.058 7.547 9.032
Simpanan Mudharabah berjangka 218 1.108 1.504 1.489 3.090 3.586
Dana Pihak Ketiga 13.427 16.925 20.325 23.288 28.271 24.157
Asset 18.164 24.486 29.803 37.012 48.278 47.003
o DO oo i il o BB o SOW o IR 7 59| . 7800| 8326
Pendapatan 4127 6.082 6.624 8.813 11.131 11.778
Laba 219 408 200 346 496 501
Anggota 6.507 7.695 10.071 11.167 8.419 9.966

Kinerja Keuangan Tahun 2018Senin, 11 Februari 2019 04:42 WIB
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Tahun 2018 ini ditutup dengan terjadinya peningkatan dari sisi
pendapatan, laba, jumlah anggota, jumlah ekuitas dan permodalan dari dana
anggota. Hal ini patut disyukuri, dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-
tahun mendatang. Dari sisi aset dan portofolio pembiayaan terjadi penurunan
yang diakibatkan karena menurunnya permodalan bersumber dari dana bank.

Namun demikian di penghujung Tahun 2018, BMT itQan yang
sebelumnya begitu tergantung dari sumber dana bank, mendapatkan
kepercayaan dari tiga lembaga teknologi finansial yaitu gandeng tangan, mekar
dan ammana.

Selain itu pada tahun 2018 pula BMT itQan mendapatkan kepercayaan
dari Pemerintah melalui pusat informasi pemerintah dan bahana artha ventura
untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini memberikan
alternatif pilihan sumber dana di tahun 2019, sehingga keberlangsungan
pembiayaan dapat didanai selain dari dana anggota yang masih terbatas.

Hal yang patut dibanggakan adalah meningkatnya kepercayaan anggota
untuk menyimpan dananya baik dari sisi ekuitas dan dana non ekuitas koperasi
kita. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurus dan pengelola untuk
mewujudkan visi menjadi koperasi terpercaya sudah mulai terlihat kemajuannya.
Porsi Ekuitas meningkat dari sebelumnya 16,2% menjadi 17,7% sementara porsi
hutang berkurang dari sebelumnya 58,6% menjadi 51,4%.Dari sisi keanggotaan
terjadi peningkatan dari sebelumnya 8419 menjadi 9.966, peningkatan ini cukup
membanggakan mengingat tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah anggota.

B. Analisis Pengelolaan Simpanan Berjangka di BMT itQan

Pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan penyetorannya dilakukan
sekali dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara penyimpan dengan koperasi atau lembaga yang bersangkutan
dengan menggunakan akad mudharabah.

Memperhatikan dan menelaah hasil observasi dan wawancara mendalam
terdahulu dengan para narasumber yang dilengkapi dengan studi dokumentasi,
maka telah dipaparkan deskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang
berkaitan dengan implementasi akad mudharabah pada produk simpanan
berjangka di BMT itQan, meliputi meliputi perencanaan, rekrutmen anggota,
dan penyaluran dana melalui pola grameen bank.
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1. Perencanaan

Agar regulasi BMT itQan berjalan sesuai dengan harapan, maka harus
memiliki perencanaan bisnis atau yang lebih dikenal dengan istilah business
plan. Rencana bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan
akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan
menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan bagian Reseach and
Development BMT itQan yakni Saudara M.E Burhanudin sebagai berikut:
“perencanaan dan prediksi tentang kebutuhan BMT itQan dilakukan dengan
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:*"*
a. Membuat deskripsi bisnis

Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat
mengenai simpanan berjangka, beserta potensi produk dan
kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Dalam
deskripsi bisnis ini,BMT itQan memaksimalkan kinerja pegawai dalam
pengembangan BMT ini.
b. Melakukan strategi pemasaran

Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan
hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar
adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target
pembeli. Dalam menuliskan strategi ini, BMT itQan menggunakan
analisa yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada.
Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisa SWOT.

Dengan analisa ini, BMT itQan dapat mengetahui keunggulan,
kelemahan, peluang dan ancaman bagi suatu produk sehingga dapat
menerapkan strategi pemasaran yang tepat tanpa membuang waktu,
tenaga dan biaya.
c. Membuat analisa pesaing

Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan
kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian BMT itQan
mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda
dengan pesaing.

211 Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin,
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d. Desain pengembangan

Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk
menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam
konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui
rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan memengaruhi
perencanaan pembiayaan usaha BMT itQan.

e. Rencana operasional dan manajemen

Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik
BMT itQan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim
manajemen, bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam
perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan
dengan operasional perusahaan.

f. Menghitung pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak
kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan oleh diri sendiri maupun lembaga. Dengan
kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang direncanakan.

Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana
bisnis. Dimana sumber dana berasal dari anggota baru dan dari dana
pihak ketiga yang diatur dalam anggaran agar efisien dan usaha dapat
berjalan lancar. Hal ini adalah tugas penting yang harus direncanakan
dalam komponen pembiayaan.

2. Rekrutmen anggota

Langkah nyata yang dilakukan BMT itQan diantaranya dengan
menggenjot pertumbuhan anggota baru. Hingga akhir 2018, pihaknya
menargetkan jumlah anggota mencapai angka sekitar 15.000 orang,
“Anggota kami saat ini sudah lebih dari 10.000 orang dengan sekitar 7.300
diantaranya merupakan anggota aktif.”’tutur saudara M.E Burhanudin selaku
bagian reseach and development.?*?

212 Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin,
pada hari kamis 28 februari 2019 jam 13.30 WIB

102



Selain itu uapaya lain yang digunankan BMT itQan diantaranya
dengan membuat berbagai simpanan yang inovatif demi menarik anggota
agar tertarik menyimpan dana.

Salah satu program yang menjadi andalan adalah simpanan
berjangka (SiJaka). Program ini berupa simpanan yang waktu
pengambilannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tersedia empat pilihan
jangka waktu, mulai dari tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan dua
puluh empat bulan.

Akadnya menggunakan mudharabah atau bagi hasil. Anggota akan
mendapatkan bagi hasil dari pendapatan BMT itQan setiap bulan, yang akan
dimasukan ke dalam rekening simpanan sukarela.

Rekrutmen anggota juga dilakukan di kalangan warga sekitar kantor
BMT itQan yang dimana perekrutan anggota ini dimaksimalkan dipagi hari
dengan cara menyebar brosur. Kurang lebih ada waktu sekitar 30 menit
sebelum waktu bekerja untuk mempromosikan seputar BMT itQan untuk
diajak bekerjasama menjadi anggota.

3. Penyaluran melalui pola grameen bank

Penyaluran dana di BMT itQan sebagian besar disalurkan dalam
bentuk Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan melalui pola grameen bank
atau pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan kumpulan.
Anggota berkumpul dengan membentuk rembug pusat, setiap rembug pusat
terdiri dari 3-8 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang anggota.

Metode pembiayaan kumpulan ini sebagi salah satu kreasi dalam
mengatasi kredit macet. Adapun sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga
bertujuan untuk membantu mereka dari segi ekonomi dengan memberikan
pelatihan-pelatihan seperti pelatinan menjahit, kerajinann tangan dll supaya
mereka bisa mandiri dan modal usaha yang diberikan oleh BMT itQan
dikelola dengan baik.

Maka jika usaha mereka sudah berjalan lancar, hal ini menjadi
motivasi supaya mereka dapat memutar penghasilan yang diperoleh agar
diinvestasikan dan disarankan mengikuti program simpanan berjangka yang
dimana dikemudian hari bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri.

Implementasi pola grameen bank diadaptasi menjadi Pola Simpan
Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di KSPPS BMT itQan, sesuai dengan
pola grameen bank, PSPMK juga mengadaptasi metode yang sama, dengan
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menyasar kalangan perempuan pra-sejahtera di perkampungan, dengan
membuat rembug pusat (kelompok), sehingga seluruh kegiatan pembiayaan
dan simpanan terpusat menjadi satu tempat yang memudahkan petugas untuk
collect dana dari anggota. Ketentuan umum produk pembiayaan di BMT
itQan yaitu:
1) Untuk dapat mengajukan pembiayaan, seorang anggota harus menjadi
anggota penuh dengan melunasi semua persyaratan menjadi anggota
penuh.
2) Sudah mengikuti pendidikan dasar yang dibuktikan dengan kartu
tanda anggota KSPPS BMT itQan.
3) Saat akad pembiayaan kondisi penerima pembiayaan dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani.
4) Untuk penerima pembiayaan bersedia diinvestasi pembiayaan
langsung ke rumah.
5) Saldo simpanan yang dijadikan jaminan pembiayaan tidak dapat
ditarik secara tunai selama pembiayaan belum lunas.
6) Jika terjadi tunggakan pembiayaan dikenakan denda (za zir) sebesar
Rp. 1.000 perhari dan dana ta’zir akan menjadi dana sosial.
7) Keputusan pembiayaan menggunakan metode analisis (kemampuan
mengembalikan, watak, barang jaminan, modal dan kondisi ekonomi).
8) KSPPS BMT itQan memberikan perlindungan ta’awun jiwa
pembiayaan maksimal Rp.100.000.000.-
9) Semua pembiayaan diatas Rp: 100.000.000.- wajib membayar premi
asuransi rekanan.
10) Mengisi surat permohonan dengan melampirkan:
a) FC KTP Suami dan istri
b) FC KK
¢) Buku simvest suami istri yang telah menikah
11) Plafond pembiayaan, dapat diberikan pada setiap anggota maksimal
500juta. Plafond tersebut adalah akumulasi dari semua jenis pembiayaan
yang digunakan oleh anggota tersebut.
12) Pembiayaan yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan
apabila:
a) Calon penerima pembiayaan membatalkan pembiayaannya.
b) Petugas menemukan data-data yang kurang mendukung
untuk direalisasikannya permohonan pembiayaan.
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13) Seluruh jenis pembiayaan yang direalisasikan akan dikenai biaya

materai dan ditanggung oleh penerima pembiayaan.

14) Segala bentuk biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan

dtanggung oleh penerima pembiayaan. Untuk pembiayaan yang

menggunakan pengikatan akta notaris, biaya kepada akta notaris
ditanggung penerima pembiayaan.

Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) merupakan produk
pembiayaan BMT itQan yang mengharuskan anggota membentuk kumpulan
diwilayah tempat tinggalnya dan seluruh transaksi (simpanan dan pinjaman)
dilakukan di rembug pusat (tempat yang telah ditentukan).

Adapun syarat-syarat mendapat pembiayaan sebagai berikut:

1) Lulus LWK
2) Pembiayaan digunakan untuk usaha sesuai akad
3) Hadir mingguan
4) Membayar simpanan pokok (SIMPOK)
5) Membayar administrasi dan ta’awun
6) Harus perempuan.
Cara mengajukan pembiayaan:
1) Dilakukan dirembug pusat
2) Tidak bisa diwakilkan
3) Berdiri menyebut nama, hama suami, besar pengajuan, tujuan
penggunaannya, jangka waktu dan besar angsuran.
4) Formulir pengajuan ditandatangani ketua kumpulan dan ketua
rembug pusat.
5) Bila salahsatu anggota tidak hadir tanpa alasan, tidak bisa
diajukan dan dicairkan.
Besar pembiayaan dan jangka waktu pinjaman sebagai berikut:
1) Pembiayaan | < 3.000.000.
2) Pembiayaan Il < 4.000.000.
3) Pembiayaan 111 < 5.000.000. ,dan seterusnya.

Besar pembiayaan tergantung nilai simpanan saham yang dimiliki
anggota dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan atau 50 minggu.
Dibayar secara mingguan. Dengan maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000.-

Syarat-syarat pembiayaan berikutnya yaitu:

1) Sudah melunasi pembiayaan sebelumnya.
2) Tidak pernah menunggak angsuran
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3) Tingkat kehadiran minimal 75%.

4) siRela minimal satu angsuran.

5) Tidak ada tunggakan anggota di rembug pusat tersebut.

6) Saldo simpanan saham minimal 30% jika kehadiran minimal
75%

7) Saldo simpanan saham minimal 50% jika kehadiran minimal
50%.

Dari hasil temuan tersebut, kemudian penulis berupaya untuk melakukan
sebuah analisis hasil penelitian terkait dengan implementasi akad mudharabah di
BMT itQan. Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan
lapangan sebagaimana yang telah dideskripsikan terdahulu, dan
membandingkannya dengan konsep atau pun teori yang ada dalam implementasi
akad mudharabah.

Setelah itu, penulis pun akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan
persoalan selanjutnya dari penelitian ini, yakni, analisis bagi hasil dalam
simpanan berjangka di BMT itQan dan terakhir analisis hukum ekonomi syariah
tentang kesesuaian antara perjanjjian awal dengan pelaksanaan akad
mudharabah di BMT itQan.*?

C. Analisis Bagi Hasil di BMT itQan

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang
termasuk ke dalam natural uncertainlty contract, sistem ini adalah suatu sistem
yang melibati tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dan dengan
pengelola dana.***

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan
landasan dasar bagi operasional bank syari’ah secara keseluruhan. Secara
syariah prinsip berdasarkan pada kaidah al-mudharabah. Bank syari’ah akan
berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha
yang meminjam dana. Dengan penabung, BMT akan bertindak sebagai
mudharib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (shahibul

213 Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin,
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maal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan
pembagian keuntugan masing-masing pihak.**®

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal
dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besa
kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh
tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.**°

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (direct factotrs) yang
mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana
yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

a. Invesment rate merupakan presentase aktual dana yang di investasikan
dari total dana. Jika BMT menentukan invesment rate sebesar 80
persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk
memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana
dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana
tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

a). Rata-rata saldo minimum bulanan
b). Rata-rata total saldo harian

c. Nisbah (profit sharing ratio)

a). Salah satu ciri al mudharabah adalah nisab yang harus
ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

b). Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
c). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu
bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
d). Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account
lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

b. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan
biaya.

215 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN), 1033.
28 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Y ogyakart: UPP AMP YKPN, 2002), 106-
107.
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c. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang
diterima dikurangi biaya-biaya.

d. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue
sharing.

e. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Dalam operasionalnya BMT itQan menghimpun dana untuk
diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil mudharabah,
dengan menggunakan metode revenue sharing dalam penghitungannya yakni
pendapatan BMT (laba kotor), bukan profit yang diterima BMT atau
pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional BMT (laba bersih).

Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, BMT itQan menentukan
besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak
investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam satu tahun. Hal ini
dilakukan oleh pihak BMT dengan mempertimbangkan tingkat persaingan
BMT, kelebihan atau kekurangan dana operasional BMT dan target pendapatan
BMT.

Hukum Ekonomi Syari’ah memberi kebebasan kepada salah satu dari
kedua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil dan pengambilan
nishah tersebut selama ketentuan itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan
tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal atau
dengan kata lain persyaratan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum
syariat.

Dalam hal ini, revenue sharing yang dipraktekkan oleh BMT itQan tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena akad'ini disepakati kedua belah pihak
tanpa adanya unsur keterpaksaan, dan tidak ada larangan syara’ untuk membuat
syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk mudharabah selama ketentuan
syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya
untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas
kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga
agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Antara
Perjanjanjian Awal Dengan Pelaksanaan Akad Mudharabah diBMT
itQan

Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT itQan sesuai dengan
perjanjian. Hal ini merujuk kepada:
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1. Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk penghimpunan
dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI1/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah
diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud
menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan
penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi 'ah dan
mudharabah.”"’

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik
deposito yang di perbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal
nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

3. Segala hal yang disepakati dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian
tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak
pertama selaku pihak BMT itQan dan pihak kedua selaku anggota
pembiayaan mudharabah. Penentuan margin keuntungan pembiayaan
mudharabah di BMT itQan ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk
persentase sesuai dengan jenis pembiayaan.

Besarnya presentase ditentukan oleh BMT itQan sendiri tanpa campur
tangan anggota, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang
ditetapkan oleh pihak BMT itQan. Berikut adalah penentuan margin
berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

a) Margin pembiayaan mudharabah harian yaitu 15% per 100 hari

b) Margin pembiayaan mudharabah bulanan yaitu 2,5% perbulan.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan mudharabah yang ada di BMT
itQan, pembiayaan untuk sektor' usaha masuk pada akad pembiayaan
mudharabah bulanan. Penentuan angsuran pokok serta margin bagi hasilnya
sudah ditentukan oleh pihak BMT itQan sejak awal akad. Pihak BMT itQan
tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh mudharib apabila
mudharib mengalami gagal usaha .

Mudharib hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad
sampai mudharib memiliki uang untuk mengangsur pembiayaan yang sudah
mereka ambil, namun bagi hasil selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap
dihitung dan harus dilunasi oleh mudharib.

21" Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Y ogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009), 100.
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Pembiayaan mudharabah di BMT itQan dapat dilakukan melalui tahap-
tahap pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang telah ditentukan oleh di BMT
itQan.**®

1. Pengajuan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan

beberapa cara:

a. Calon anggota datang langsung ke kantor BMT itQan
b. bagian marketing mendatangi langsung ke Anggota yang ingin
melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah

2. BMT itQan menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah.

Adapun syarat-syaratnya terdiri dari:

a. Terdaftar sebagai anggota BMT itQan. Calon anggota yang
bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi
anggota BMT itQan apabila belum terdaftar menjadi anggota
b. Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2009)

c. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) atau sertifikat atas nama sendiri

d. Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha)

e. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami
istri

f. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK)

g. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan

h. Bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan
pembiayaan

3. Analisa pembiayaan oleh bagian marketing dengan penilaian dari hasil

wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir

yang dilakukan oleh bagian marketing sekaligus sebagai surveyor. Tahap
survey ini juga terjadi proses tawar-menawar margin keuntungan yang
ingin diperoleh BMT itQan. kemudian hasil akhir dibawa ke kantor

BMT itQan untuk diproses.

4. Setelah data masuk, pihak BMT itQan melakukan penilaian ulang

terhadap berkas pembiayaan yang masuk.

218 \Wawancara langsung dengan bagian reseach and development saudara M.E
Burhanudin, pada hari selasa 5 Maret 2019 jam 11.00 WIB
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5. Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite
pembiayaan, maka selanjutnya BMT itQan memberikan informasi
kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan
selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
6. Anggota hanya menunggu konfirmasi dari BMT itQan terhadap
permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak pada masa
pra akad.
7. Pihak BMT itQan dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang
bererkaitan dengan akad seperti:

a. Mempersiapkan kelengkapan akad

b. Menghitung biaya akad

c. Pemeliharaan jaminan
8. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka
dilanjutkan dengan akad (perikatan)
9. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan
sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan
10. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh
bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan
dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebetan
11. Teler mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses
sampai menjadi laporan keuangan
12. Anggota yang telah melakukan pembayaran angsuran atau
pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit pembiayaan
mudharabah
13. Pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan
oleh bagian administrasi dan pembiayaan. **°
Pelaksanaan pembiayaan mudharabah oleh BMT itQan lebih sering

digunakan untuk melayani anggota yang mengajukan untuk pembiayaan
tambahan modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. BMT
itQan bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi
hanya meneruskan modal usaha calon anggota, bukan murni pembiayaan usaha
secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari BMT itQan.

219 \Wawancara langsung dengan bagian reseach and development saudara M.E

Burhanudin, pada hari selasa 5 Maret 2019 jam 11.00 WIB
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Dana yang sudah dicairkan oleh BMT itQan sudah sepenuhnya menjadi
urusan/tanggung jawab anggota. Dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan
konsumsi sehari-hari melainkan merupakan dana produktif yang tujuannya
untuk perluasan usaha anggota.

Maka simpanan berjangka ini termasuk deposito syari’ah yakni deposito
yang dijalankan dengan prinsip syari’ah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional
MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang
dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.**Jadi
implementasi akad mudharabah di BMT itQan ini sejalan dengan prinsip
tauhidullah dan ta awun.

20 M.Nur Rianto Al-Arif Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra
Intermedia, 2011), 351.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data yang telah
penulis lakukan terkait dengan implementasi akad mudharabah pada produk
simpanan berjangka di bmt itQan dan telah terurai dalam bab-bab sebelumnya,
maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan menggunakan akad
mudharabah muthlagoh karena segala amal usaha tergantung BMT itQan.
Maka dalam hal ini pengelolaannya meliputi:

a) Perencanaan dirancang dan disusun secara sistematik meliputi
membuat deskripsi bisnis, melakukan strategi pemasaran, membuat
analisa pesaing, desain pengembangan, rencana operasioanal dan
manajemen, dan menghitung pembiayaan.

b) Rekrutmen anggota dilakukan secara terbuka, mandiri dan dengan
mengedepankan prinsip tauhidullah dan yolong menolong.

c) Penyaluran melalui pola grameen bank. Penyaluran dana di BMT
itQan sebagian besar disalurkan dalam bentuk Pola Simpan Pinjam
Metode Kumpulan (PSPMK) atau pembiayaan yang diberikan dalam
bentuk pembiayaan kumpulan.

2. Bagi hasil di BMT itQan dalam operasionalnya menghimpun dana untuk
diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil mudharabah,
dengan menggunakan revenue sharing dalam penghitungannya yakni
pendapatan BMT itQan (laba kotor), bukan profit yang diterima BMT itQan
atau pendapatan BMT itQan setelah dikurangi biaya-biaya operasional (laba
bersih). Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, BMT itQan
menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar
dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap sesuai dengan
lamanya akad perjanjian.

3. Pelaksanaan akad mudharabah di BMT itQan sudah sesuai dengan
perjanjian. Hal ini merujuk kepada fatwa DSN nomor 03/DSN-
MUI/IVV/2000. Meskipun status hukumnya menjadi baku karena segala amal
usaha tergantung kebijakan BMT itQan. Disini pihak BMT memberi
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kebebasan kepada salah satu dari kedua belah pihak untuk menentukan
penghitungan bagi hasil dan pengambilan nisbah tersebut selama ketentuan
itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak menyalahi ketentuan-
ketentuan umum syariat Islam.

B. Saran saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan
pembahasan tesis ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai
kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat
penulis berikan antara lain adalah :

1. BMT itQan sebagai perbankan syari’ah tidak hanya menghimpun dana dan
memberikan modal usaha kepada masyarakat saja akan tetapi lebih
mengedepankan aspek sosial (society aspects) disamping business
oriented.

2. BMT itQan sebagai salah satu perbankan syari’ah juga harus mampu
menerapkan sistem profit and loss sharing bukan hanya sistem reveneu
sharing lagi agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syari’ah
yang sesungguhnya.

3. Disamping itu produk-produk yang ada di BMT itQan hendaklah
disosialisasikan secara optimal kepada masyarakat agar masyarakat
benar-benar memahami dan mengerti sehingga akad yang dilakukan dapat
sesuai dengan prinsipnya.

4. Memilah pos-pos investasi dari setiap pos-pos investasi para nasabah,
masing-masing pos berbeda dari pos-pos lain dalam segenap operasional
dan pembukuannya.

5. Melakukan edukasi yang sistematis dan terus menerus terhadap bahaya
riba dan menanamkan spirit mu'amalah islami baik terhadap masyarakat
maupun pihak yang ingin bekerja pada institusi keuangan Islami.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi
penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya
bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan,
tiada gading yang tak retak.

Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik
dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan. Akhirnya
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mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah membantu dan
memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini. semoga
senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Aalamin.
Jazakumullahu Ahsanal Jaza.
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